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“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 
Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat 
siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.” 
(QS. al-Baqarah: 286) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah: 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berikut: 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s/a ś Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ha h Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan Ha 
د Dal D De 
ذ Zal ź Zet (dengan titik di atas) 
x 
 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan Ye  
ص Sad ş Es (dengan titik di bawah) 
ض Dad d De (dengan titik di bawah) 
ط Ta ţ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Za z Zet (dengan titik di bawah) 
ع „Ain ...‟..... Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...‟... Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
 
 
xi 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Zukira 
3. به ذي Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang gambarnya berupa gabungan 
antaraharakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan 
Huruf 
Nama 
 ....... أى  Fathah dan Ya Ai a dan i 
xii 
 
 أو .......  Fathah dan Wau Au a dan u 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. ل وح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي ....... أ Fathah dan Alif 
atau Ya 
ā a dan garis di 
atas 
ي ....... أ Kasrah dan Ya ī i dan garis di 
atas 
و ....... أ Dammah dan 
Wau 
ū u dan garis di 
atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
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3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada 2 (dua), yaitu: 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dhammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah, 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Raud{ah al-at{fa>l/ raud{atul atfa>l 
2. ةحلط T}alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydi. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
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Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu لا. 
Namun dalam tranliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qomariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang 
diikuti oleh huruf Qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qomariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لج ّرلا Ar-Rajulu 
2. ل لاجلا Al-Jala>lu 
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7. Hamzah 
Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan 
dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila 
terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab 
berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini: 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لك أ Akala 
2. ن وذخ أت Ta‟khuduna 
3. ؤنلا An-Nau‟u 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam 
EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan 
kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis 
dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata 
sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disebutkan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
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Contoh: 
No Kalimat Arab Transliterasi 
1. إ دحمم امول وس ر لا  Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
2. نيملاعلا ب ر للها دمحلا Al-hamdu lillhi rabbil „a>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan. 
Contoh: 
No Kalimat Bahasa Arab Transliterasi 
1.  زارلاريخ وهل للها نإونيف  Wa innalla>ha lahuwa khair ar-
ra>ziqi>n/ Wa innalla>ha lahuwa 
khairur-ra>ziqi>n 
2.  اوفوأفنا زيملا و ليكلا  Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na/ 
Fa auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
CAHYANI PURNAMASARI, NIM: 142.111.056 “PENCANTUMAN 
KLAUSULA BAKU PADA KARCIS PARKIR KENDARAAN 
PERSPEKTIF TEORI AKAD WADIAH (STUDI KASUS DI TEMPAT 
PARKIR SOLO GRAND MALL KOTA SURAKARTA)” 
Indonesia mengalami perkembangan yang diikuti dengan meningkatnya 
kebutuhan masyarakat, kebutuhan tersebut meliputi alat transportasi. Alat 
transportasi tidak terlepas dari parkir. Adanya fasilitas jasa parkir karena 
masyarakat mempercayakan kendaraan miliknya kepada pengelola parkir agar 
tetap aman. Salah satu hal penting dalam pengelolaan parkir yaitu perlindungan 
hukum bagi pengguna jasa. Pengelola parkir tidak mau disalahkan atas kerusakan 
maupun hilangnya barang milik pengguna jasa. Pengelola parkir menggunakan 
alasan untuk tidak bertanggung jawab atas kerusakan maupun hilangnya barang 
dengan mencantumkan klausula baku dalam bentuk karcis parkir kendaraan. 
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengelolaan parkir kendaraan 
dan mengetahui perspektif hukum Islam terhadap pencantuman klausula baku 
dalam karcis parkir kendaraan di Solo Grand Mall. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) di Solo 
Grand Mall. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara kepada responden, 
kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tahap selanjutnya 
data dianalisis dengan teori akad wadiah dan asas kebebasan berkontrak untuk 
mencari landasan pemecahan permasalahan. 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelola 
parkir di Solo Grand Mall Kota Surakarta merupakan warga asli Penumping yang 
tergabung dalam sebuah paguyupan yang diberi nama “Paguyupan Parkir Pemuda 
Warga Penumping” dengan menggunakan sistem shift dan sistem blok. 
Pencantuman klausula baku pada karcis parkir kendaraan dengan tegas dilarang 
oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan 
bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Parkir merupakan penitipan 
barang yang dalam hukum Islam disebut akad wadiah. Dalam kontek ini, penulis 
menggunakan jenis wadiah yad al-amanah yaitu barang titipan tidak boleh 
digunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan dan pelaku usaha 
berkewajiban menjaga barang titipan tersebut dengan baik dan mengembalikan 
kepada pemiliknya pada saat pemiliknya meminta kembali. 
Kata kunci: Klausula Baku, Parkir, Akad Wadiah dan Asas Kebebasan Berkontrak 
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ABSTRACT 
CAHYANI PURNAMASARI, NIM: 142.111.056 “THE INCLUSION OF 
STANDARD CLAUSES IN VEHICLE PARKING TICKETS 
PERSPECTIVE THEORY OF WADIAH CONTRACT (CASE STUDY IN 
SOLO GRAND MALL KOTA SURAKARTA PARKING PLACE)” 
Indonesia experienced a development that was followed by an increasing in 
community needs, these needs included transportation equipment. Transportation 
equipment is not separated from parking. There is a parking service facility 
because people entrust their vehicle to parking managers to keep savety. One of 
the important things in parking management is legal protection for service users. 
Parking managers did not want to be blamed for damage or loss of property 
belonging to servise users. The parking manager uses the reason for not being 
responsible for damage or loss of goods by including the standard clause in the of 
a vehicle parking ticket. 
The purpose of this study is to determine the management of vehicle 
parking and find out the perspective of islamic law on the inclusion of standard 
clauses in vehicle parking tickets at Solo Grand Mall. 
This type of research is field research at Solo Grand Mall. This research was 
deskriptive-qualitative research. The data were collected by interviews with 
respondents. The next stage of the data is analyzed by the theory of wadiah 
agreement and the principle of freedom of contract to find the basis for solving 
problems. 
Based on the results of this study, it can be concluded that the parking 
manager at Solo Grand Mall is a native of Penumping who is joined in a 
community called “Paguyupan Parkir Pemuda Warga Penumping” using the shift 
system and the block system. The inclision of a standard clause on vehicle parking 
tickets is expressly prohibited by Law Number 8 of 1999 concerning Consumer 
Protection and is cotrary to the principle of freedom of contract. Parking is a 
safekeeping of goods which in islamic law is called a wadiah contract. In this 
context, the author uses the type of wadiah yad al-amanah, that is the deposot is 
not allowed to be used or used by the recipient of the deposit and the business is 
obliged to maintain the safekeeping and return to the owner when the owner 
requests. 
Keywords: Standard Clause, Parking, Wadiah Contract and Contracting Freedom 
Principle 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia saat ini mengalami perkembangan pembangunan yang 
signifikan. Sejalan dengan perkembangan, pembangunan dan pertumbuhan 
ekonomi suatu daerah juga diikuti dengan meningkatnya kebutuhan 
masyarakat di daerah tersebut. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan primer 
dan kebutuhan sekunder, salah satu kebutuhan sekunder bagi masyarakat 
yaitu alat transportasi.
1
 Transportasi merupakan sarana yang sangat penting 
bagi perekonomian di Indonesia. Transportasi adalah kegiatan pemindahan 
barang dan penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Alat transportasi 
(selanjutnya disebut kendaraan) yang sering kita gunakan tidak terlepas dari 
parkir. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, parkir adalah keadaan tidak 
bergerak suatu kendaraan yang bersifat tidak sementara.
2
 Bagi masyarakat 
yang memiliki kendaraan pribadi pasti pernah menggunakan jasa parkir. Jasa 
parkir merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat di Indonesia, 
sesuai dengan meningkatnya jumlah kendaraan terutama kendaraan pribadi.
3
 
                                                          
1
 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2004), hal. 108. 
2
 Pasal 1 Angka 32 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah. 
3
 Basuki, Transportasi di Daerah Istimewa Yogyakarta Dari Masa Ke Masa, (Yogyakarta: 
Direktorat Jenderal Kebudayaan DIY, 1998), hal. 6. 
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Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang 
disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
4
 Adanya fasilitas 
jasa parkir dikarenakan masyarakat dapat mempercayakan kendaraannya kepada 
pengelola jasa parkir agar kendaraannya tetap aman.
5
 Namun dalam praktek di 
kehidupan sekarang ini, konsumen yang menggunakan fasilitas jasa parkir sering 
kali menjadi pihak yang dirugikan jika terjadi kehilangan barang maupun kerusakan 
pada kendaraan yang terjadi pada waktu penitipan di tempat parkir. Dalam kasus 
semacam ini, pengelola jasa parkir biasanya merujuk pada klausula baku atau 
perjanjian baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha (dalam hal ini 
pengelola jasa parkir) kepada konsumen atas terjadinya kehilangan barang maupun 
kerusakan pada kendaraan yang terjadi pada waktu diparkir di tempatnya.
6
 
Konsumen memiliki kedudukan yang lebih lemah dibandingkan dengan 
pelaku usaha sehingga diperlukan perlindungan hukum bagi konsumen untuk 
melindungi haknya. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin 
adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.
7
 
Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan masalah yang sangat penting bagi 
masyarakat yang tidak pernah lepas dari kegiatan penggunaan barang dan jasa. 
Perjanjian baku atau klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan 
syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak 
                                                          
4
 Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
5
 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan..., (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2004), hal. 108. 
6
 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT 
Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 53. 
7
 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
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oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjin yang 
mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
8
 Perjanjian atau klausa baku tersebut 
bersifat “baku” karena baik perjanjian maupun klausula tersebut tidak dapat 
dinegosiasikan oleh pihak lain.
9
 Dalam praktek kegiatan usaha, klausula baku 
dibuat oleh pelaku usaha dan konsumen sebagai pihak yang mau tidak mau harus 
menyetujui perjanjian tersebut. Pada karcis parkir kendaraan yang dibuat oleh 
pelaku usaha terdapat klausula baku yang menyatakan sebagai berikut: 
“Kehilangan dan kerusakan kendaraan atau barang anda bukan merupakan 
tanggung jawab kami”. 
Padahal menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan: 
“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan 
untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada 
setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung 
jawab pelaku usaha”.10 
“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada 
dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 
(1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”.11 
                                                          
8
 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
9
 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang..., (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 
2003), hal. 53. 
10
 Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen. 
11
  Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
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Namun dalam kenyataannya masih sering dijumpai pada lembar karcis 
penitipan kendaraan yang berupa ketentuan mengenai perlakuan pengelola jasa 
parkir pada konsumen terhadap kendaraan yang dititipkan di area parkir miliknya, 
dan yang menjadi persoalan sampai saat ini adalah masih rendahnya kesadaran para 
pengguna jasa parkir dalam menegakkan peraturan tersebut. Hal ini sangat 
memprihatinkan karena para pengelola jasa parkir tidak atau belum menyadari 
larangan mencantumkan klausula baku pada karcis parkir berdasarkan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
Terkait dengan pengelolaan parkir, di Kota Surakarta tepatnya sepanjang 
Jalan Brigjen Slamet Riyadi di tepi jalan umum banyak digunakan untuk tempat 
parkir. Salah satu tempat parkir yang terdapat di Jalan Brigjen Slamet Riyadi adalah 
tempat parkir Solo Grand Mall (SGM). Solo Grand Mall (SGM) merupakan sebuah 
mall yang terletak di Kota Surakarta yang dibangun di atas lahan seluas 12.080 m
2
 
yang terdiri atas tujuh lantai dengan total luasnya 63.000 m
2
. Solo Grand Mall 
(SGM) pada tahun 2004 merupakan mall terbesar dan terlengkap di Kota Surakarta 
dan sekitarnya, dan mulai beroperasi sejak tanggal 4 Desember 2004.
12
 Lahan 
parkir yang terletak di sebelah barat Solo Grand Mall merupakan salah satu tempat 
parkir kendaraan yang mencantumkan klausula baku. 
Klausula baku yang tercantum di karcis parkir kendaraan merupakan suatu 
perjanjian yang bersifat baku. Dalam hukum Islam perjanjian disebut akad, para 
ahli hukum Islam mendefinisikan akad sebagai pertalian antara ijab dan qabul yang 
                                                          
12
 Solo Grand Mall, “Sejarah Solo Grand Mall” dikutip dari http://www.solograndmall. com/ 
diakses 25 November 2018. 
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dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.13 
Dalam firman Allah QS. Al-Maidah ayat 1: 
 ِدْوُقُعْلِاب اْو ُفَْواآْو ُنََما َنْيِذَّلا اَهُّ َيَاي 
 ۗ  ىِّلُِمَُر ْ يَغ ْمُكْيَلَع ىَل ْ ت ُياَم َّلِْا ِم اَع َْنْلْا ُةَمِْيَبَ ْمُكَل ْتَّلُِحا ْمُت َْناَوِدْيَّصلا
  ُمرُح
  ۗ  َّنِا َالله﴿ ُدِْيُرياَم ُمُكَْيَ۱﴾ 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang 
demikian itu) dengan tidak dihalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan 
haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-
Nya.”14 
 
Ayat ini memerintahkan umat Islam untuk memenuhi akad-akad. Akad atau 
janji pada ayat diatas ialah janji hamba kepada Allah swt dan janji yang dibuat oleh 
manusia kepada sesamanya. Dalam ayat ini kata “akad” disebut dalam bentuk 
jamak yaitu al-„uqud (  ُعْلادوُق ), secara bahasa berarti ikatan, mengikat.15 Dengan 
demikian dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa akad itu bersifat mengikat 
antara satu orang dengan orang lain dan akad-akad itu wajib dipenuhi. 
Dalam hukum Islam, perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat 
penting. Islam melihat sebuah perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan 
perdata semata namun juga menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah 
swt.
16
 
                                                          
13
 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perjanjian, (Bandung: PT Alimni, 2006), hal. 97. 
14
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahan, Ed. Revisi, (Semarang: 
CV Toha Putra, 1989), hal. 152. 
15
 Masjupri, Fiqh Mualamah, (Sleman: Asnalitera, 2013), hal. 49. 
16
 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 
2006), hal. 3. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka penulis merasa 
tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkan dalam bentuk Skripsi dengan 
judul “Pencantuman Klausula Baku Pada Karcis Parkir Kendaraan Perspektif Teori 
Akad Wadiah (Studi Kasus Di Tempat Parkir Solo Grand Mall Kota Surakarta)”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalahnya 
adalah: 
1. Bagaimana pengelolaan parkir kendaraan di Solo Grand Mall Kota Surakarta? 
2. Bagaimana perspektif teori akad wadiah terhadap pencantuman klausula baku 
dalam karcis parkir kendaraan di Solo Grand Mall Kota Surakarta? 
C. Tujuan Penelitian 
Dari rumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui tujuan hasil penelitian 
yaitu: 
1. Untuk mengetahui pengelolaan parkir kendaraan di Solo Grand Mall Kota 
Surakarta. 
2. Untuk mengetahui perspektif teori akad wadiah terhadap pencantuman klausula 
baku dalam karcis parkir kendaraan di Solo Grand Mall Kota Surakarta. 
D. Manfaat Penelitian 
Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 
teoritis maupun secara praktis yaitu: 
1. Secara Teoritis 
7 
 
Untuk memberikan saran dan masukan dalam permasalahan seputar 
klausula baku dari sudut pandang teori akad wadiah kepada masyarakat umum 
dan kepada para peneliti untuk menghasilkan penelitian terbaru. 
2. Secara Praktis 
Untuk memberikan informasi kepada pelaku, lembaga maupun usaha 
dalam bidang layanan jasa parkir. 
3. Memberikan pengetahuan dan wawasan tambahan bagi penulis serta informasi 
bagi masyarakat mengenai teori akad wadiah serta untuk memenuhi syarat guna 
mencapai Gelar Sarjana di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 
Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 
E. Kerangka Teori 
Aktivitas suatu tempat (mall, ruko dan lain sebagainya) akan menimbulkan 
aktivitas yaitu parkir kendaraan.
17
 Dalam aktivitas parkir kendaraan dibutuhkan 
pengelola parkir atau juru parkir yang bertugas untuk menata dengan tertib 
kendaraan yang diparkir sesuai dengan pola parkir yang sudah ditetapkan. Dalam 
aktivitas parkir kendaraan juga dibutuhkan karcis parkir sebagai alat transaksi 
dalam melakukan perjanjian. 
Terkait karcis parkir sebagai alat transaksi dalam melakukan perjanjian, 
pelaku usaha (dalam hal ini pengelola parkir) mencantumkan klausula baku yang 
menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen atas 
                                                          
17
 Sumarni, “Studi Tentang Pengelolaan Parkir (On The Street) Dalam Peningkatan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) Dan Kelancaran Lalu Lintas Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda”, Jurnal Ilmu 
Administrasi Negara (Samarinda) Volume 4 Nomor 1, 2016, hal. 5. 
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terjadinya kehilangan barang maupun kerusakan pada kendaraan yang terjadi pada 
waktu konsumen menitipkan kendaraan miliknya ditempat parkir. 
Hal ini bertentangan dengan isi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 
1367 yang menyatakan: 
“Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan 
perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan 
orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang 
yang berada di bawah pengawasannya”.18 
Klausula baku merupakan aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah 
dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang 
dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib 
dipenuhi oleh konsumen.
19
 Perjanjian dalam hukum Islam disebut dengan akad, 
akad berasal dari kata al-„aqd yang berarti mengikat, menyambung, 
menghubungkan. Pertemuan antara ijab dan qabul sebagai kehendak dua pihak atau 
lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada suatu obyek.
20
 
Setiap akad mempunyai akibat hukum yaitu tercapainya tujuan yang 
diinginkan dari kedua belah pihak, seperti adanya perpindahan hak kepemilikan 
atau kewajiban setelah terjadi suatu akad. Apabila salah satu pihak melakukan 
perbuatan hukum yang dilarang maka kepadanya akan dijatuhi sanksi.
21
 Akad ini 
bersifat mengikat kedua belah pihak karena tidak dapat dibatalkan oleh salah satu 
                                                          
18
 Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
19
 Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
20
 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 68. 
21
 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjin dalam Islam, (Jakarta: Sinar 
Grafik, 1996), hal. 2. 
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pihak kecuali ada sesuatu yang mengharuskan dibatalkannya suatu akad. Seperti 
terdapat obyek yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. 
Akad memiliki asas-asas yang tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak, 
asas-asas tersebut yaitu:
22
 
1. Asas Ilahiah 
2. Asas Kebebasan (al-Hurriyah), 
3. Asas Persamaan atau Kesetaraan (al-Musawah), 
4. Asas Keadilan (al-„Adalah), 
5. Asas Kerelaan (al-Ridho), 
6. Asas Kejujuran dan Kebenaran (ash-Shidq), dan 
7. Asas Tertulis (al-Kitabah).23 
Dalam QS. An-Nisa ayat 58: 
  َّنِاَاللهاَهِلَْها َلَِا ِتَنَم َْلْااوُّدَؤ ُت َْنا ْمُُكرُم َْأي  ۗ  ِلْدَعْلِاباْوُمُكَْتَ َْنا ِس اَّنلا َْيْ َب ْمُتْمَكَح اَذِاَو  ۗ  َّنِاَالله 
 ِِهب ْمُكُظَِعياَّمِِعن  ۗ  َّنِاَاللهاًع ْ ي َِسَ َناَك  ۗ ًار ْ يِصَب﴿۸۵﴾  
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya 
Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”24 
 
Ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah dalam menjalankan amanah 
antara sesama manusia, selain menjalankan amanah dalam ayat ini juga dijelaskan 
                                                          
22
 Yazid Afandi, Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah, Cet. 
Ke-1, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hal 47-50. 
23
 Gemala Dewi, Hukum Perikatan..., (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 30-37. 
24
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an..., Ed. Revisi, (Semarang: CV Toha Putra, 
1989), hal. 124. 
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bahwa apabila seseorang melakukan perjanjian dengan orang lain, maka wajib 
baginya melaksanakan unsur keadilan. 
Dalam kontek ini, pada dasarnya pihak yang menerima kepercayaan (wadiah 
yad al-amanah) yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab atas 
kehilangan atau kerusakan pada barang titipan, selama hal ini bukan akibat dari 
kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam pemeliharaan barang 
titipan.
25
 
Dengan prinsip ini penerima titipan tidak boleh menggunakan atau 
memanfaatkan barang titipan. Selain itu barang titipan tidak boleh dicampur dengan 
barang orang lain. Barang titipan juga harus dijaga dengan baik seperti menjaga 
barang miliknya sendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1706 
menyatakan bahwa: 
“Si penerima titipan diwajibkan mengenai perawatan barang yang 
dipercayakan padanya, memeliharanya dengan minat yang sama seperti ia 
memelihara barang-barangnya sendiri”.26 
F. Tinjauan Pustaka 
Untuk mendukung dan menghindari kemungkinan adanya pengulangan 
penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya serta membuktikan 
bahwa judul ini belum pernah dijadikan sebagai objek penelitian, maka penulis 
melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, diantaranya yaitu: 
                                                          
25
 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 43. 
26
 Pasal 1706 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
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Skripsi yang disusun oleh Andi Muh. Rahmat Rivai yang berjudul “Tanggung 
Jawab Parkir Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Parkir” membahas tentang 
tanggung jawab pengelola parkir sebagai layanan jasa parkir yang disesuaikan 
dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan menjaga hak dan 
kewajiban dari konsumen tersebut.
27
 
Skripsi yang disusun oleh Buyung Ari Rusandi yang berjudul “Tinjauan 
Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Pengelola Jasa Perparkiran (Studi 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang 
Penyelenggaraan Perparkiran)” membahas tentang tanggung jawab pengelola jasa 
parkir dilihat dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 
tentang Penyelenggaraan Perparkiran.
28
 
Skripsi yang disusun oleh Firmansyah yang berjudul “Perlindungan Hukum 
bagi Konsumen Pengguna Jasa Parkir Mall di Kota Yogyakarta” menjelaskan 
tentang perlindungan hukum bagi konsumen apabila pelaku usaha atau pengelola 
jasa parkir menggunakan klausula baku dan upaya penyelesaian sengketa 
konsumen.
29
  
Skripsi yang disusun oleh M. Ni’am Al-Faiz yang berjudul “Penyelenggaraan 
Perparkiran di Kota Yogyakarta (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 
Yogyakarta Nomor 18 Tahun Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran)” 
                                                          
27
 Andi Muh. Rahmat Rivai, “Tanggung Jawab Parkir Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Parkir”, 
Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2016. 
28
 Buyung Ari Rusandi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Pengelola Jasa 
Perparkiran (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang 
Penyelenggaraan Perparkiran)”, Skripsi, Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010. 
29
 Firmansyah, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pengguna Jasa Parkir Mall di Kota 
Yogyakarta”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010. 
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membahas tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang 
Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Yogyakarta dan mengetahui faktor apa 
sajakah yang menyebabkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 
2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran belum berjalan dengan maksimal.
30
 
Skripsi yang disusun oleh Rachmnto Satuhu yang berjudul “Kendala Dinas 
Perhubungan Dalam Mengawasi Dan Memberi Pembinaan Bagi Pengelola Parkir 
Untuk Mencegah Penggunaan Klausula Eksonerasi Pada Karcis (Studi Di 
Paguyupan Jasa Parkir Kota Malang)” membahas tentang bagaimana peran Dinas 
Perhubungan Kota Malang dalam pembuatan atau penerapan karcis yang sifatnya 
mengandung klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang sering digunakan 
dalam layanan jasa parkir.
31
 
Dari beberapa skripsi yang telah dijabarkan, yang menjadi titik pembeda 
antara penelitian yang sudah ada dengan penelitian ini adalah penulis akan 
mencoba meninjau dari perspektif teori akad wadiah baik dari akad maupun dari 
aspek lain terhadap pencantuman klausula baku pada karcis parkir kendaraan dan 
memberi penjelasan mengenai pencantuman klausula baku yang bertentangan 
dengan asas-asas dalam akad serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen untuk memperkuat analisis penulisan penelitian tersebut. 
 
                                                          
30
 M. Ni’am, “Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Yogyakarta (Studi Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran), Skripsi, Fakultas 
Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. 
31
 Rachmnto Satuhu, “Kendala Dinas Perhubungan Dalam Mengawasi Dan Memberi Pembinaan 
Bagi Pengelola Parkir Untuk Mencegah Penggunaan Klausula Eksonerasi Pada Karcis (Studi Kasus di 
Dinas Perhubungan Kota Malang), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013. 
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G. Metodologi Penelitian 
Metode adalah cara untuk melakukan sesuatu yang tepat dengan 
menggunakan akal pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Cholid Narbuko 
dan Ahmadi yang dimaksud metode adalah pemikiran sistematis mengenai berbagai 
jenis permasalahan yang pemahamannya memerlukan data dan penafsiran fakta. 
Berikut metode penelitian dalam skripsi ini: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian 
lapangan (field reseach) yaitu pengumpulan data-data yang dilakukan dengan 
cara penelitian ditempat terjadinya segala yang diselidiki.
32
 Lokasi penelitian ini 
bertempat di tempat parkir yang mencatumkan dan menerapkan klausula baku. 
Selain itu penulis juga mengambil referensi dari buku dan artikel yang berkaitan 
dengan pokok permasalahan ini. 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu 
penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang 
terkait atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta dalam bidang tertentu 
secara faktual dan cermat.
33
 Guna menggambarkan, menguraikan serta 
menganalisis data secara jelas. 
 
 
                                                          
32
 Gorys Keraf, Komposisi, Cet. Ke-9, (Flores: Nuasa Indah, 1993), hal. 163. 
33
 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 7.  
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3. Sumber Data 
Menurut Suharsimi Arikunto sumber data adalah subjek darimana data 
dapat diperoleh.
34
 Sumber data terbagi menjadi tiga, yaitu sumber data primer, 
sumber data sekunder dan sumber data tersier. Dalam penelitian ini, penulis 
menggunakan tiga sumber data tersebut dan berikut penjelasannya: 
a. Sumber Data Primer 
Sumber data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik 
dari perorangan seperti hasil wawancara (interview) atau hasil observasi.
35
 
Data primer yang digunakan penulis adalah hasil wawancara (interview) yang 
dilakukan terhadap Dinas Perhubungan Kota Surakarta dan pengelola parkir 
Solo Grand Mall Kota Surakarta. 
b. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder adalah buku dan tulisan ilmiah hukum yang 
terkait dengan objek penelitian.
36
 Dalam penelitian ini, data sekunder yang 
digunakan penulis adalah jurnal, skripsi, buku tentang Perlindungan 
Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen dan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2013 
tentang Penyelenggaraan Perhubungan. 
 
 
                                                          
34
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rieka Cipta, 
1991), hal. 102. 
35
 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), hal. 70. 
36
 Zainudin Ali, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Grafika, 2009), hal. 106. 
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c. Sumber Data Tersier 
Sumber data tersier adalah bahan hukum untuk melengkapi sumber data 
primer dan sumber data sekunder, misalnya kamus, website internet yang 
membahas tentang Perlindungan Konsumen bagi pengguna jasa parkir. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara (Interview) 
Wawancara (interview) adalah sebuah teknik pengumpulan data untuk 
mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada pihak 
responden.
37
 Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara langsung 
kepada pihak bidang perparkiran di Dinas Perhubungan Kota Surakarta dan 
pengelola parkir Solo Grand Mall Kota Surakarta. Dengan memakai pokok 
wawancara sebagai pedoman agar penelitian dapat terarah. 
b. Dokumentasi 
Sebagai pendukung penelitian, penulis juga akan meneliti dokumen 
berupa data dari buku, surat kabar dan sebagainya. Pada tahap selanjutnya 
data yang diperoleh akan dianalisis untuk mencari landasan pemecahan 
permasalahan yang diperlukan penulis. 
5. Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematif data 
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, 
                                                          
37
 Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei, Ed. Revisi, (Jakarta: LP3ES, 1989), 
hal. 192. 
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sehingga dapat dipahami dan memperoleh informasi yang bermanfaat untuk 
orang lain.
38
 
Miles dan Huberman mengemukakan bahwa dalam analisis data kualitatif 
dilakukan secara interaktif dan terus menerus hingga penelitian selesai. Analisis 
data kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung hingga selesai 
dalam periode waktu tertentu. Pada saat proses wawancara, penulis mulai 
menganalisis jawaban narasumber. Jika jawaban narasumber yang sudah 
dianalisis terasa belum lengkap, maka penulis akan melanjutkan pertanyaan lagi 
sampai data yang diperoleh dianggap lengkap. 
Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, maka langkah selanjutnya 
penulis akan menganalisis data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. 
Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deduktif yaitu melihat 
fakta-fakta secara umum dan peristiwa khusus konkrit yang mempunyai sifat 
khusus.
39
 
Metode analisis yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan deskriptif 
kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah memberikan pendekatan kepada variabel 
yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
40
 
H. Sistematika Penulisan 
Sistematika Penulisan ini disajikan guna memberikan gambaran secara 
menyeluruh mengenai penelitian ini sesuai dengan aturan dalam penulisan dan 
                                                          
38
 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 2. 
39
 Sutrisno Hadi, Metode Reseach, Jilid 1, (Yogyakarta: Andi, 2002), hal. 42. 
40
 Kartino Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 32. 
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memperoleh pemahaman mengenai seluruh penulisan yang penulis sampaikan 
dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan dalam penulisan ini adalah: 
Bab pertama yaitu pendahuluan, pada bab ini penulis mengemukakan 
mengenai latar belakang masalah yang menjadi alasan bagi penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian; rumusan masalah yang merupakan inti dari permasalahan 
yang akan diteliti; tujuan penelitian yang berisi tujuan dari penulis mengadakan 
penelitian; manfaat penelitian merupakan hal-hal yang dapat diambil dari hasil 
penelitian yang ada; kerangka teori yang merupakan kerangka konsep untuk 
menganalisis dan memecahkan masalah penelitian; telaah pustaka yang berisi 
uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian sebelumnya; metode penelitian 
berupa jenis penelitian, sifat penelitian, jenis data, sumber data, metode 
pengumpulan data, dan metode analisis data; serta sistematika penulisan yang 
merupakan kerangka atau susunan isi penelitian. 
Bab kedua yaitu landasan teori klausula baku, akad, parkir dan akad wadiah. 
Pada bab ini penulis memaparkan tentang klausula baku atau perjanjian baku, akad, 
parkir dan akad wadiah. 
Bab ketiga yaitu gambaran umum dinas perhubungan dan Solo Grand Mall. 
Pada bab ini penulis akan memberikan gambaran umum tentang Dinas 
Perhubungan Kota Surakarta dan pengelolaan parkir kendaraan Solo Grand Mall 
Kota Surakarta. 
Bab ke empat yaitu analisis pengelolaan parkir kendaraan dan pencantuman 
klausula baku dalam karcis parkir kendaraan perspektif teori akad wadiah di Solo 
18 
 
Grand Mall. Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang pembahasan dan hasil 
penelitian. Berpijak dari rumusan masalah yang ada, maka dalam bab ini penulis 
akan membahas mengenai pengelolaan parkir kendaraan Solo Grand Mall Kota 
Surakarta dan Perspektif Teori Akad Wadiah terhadap pencantuman klausula baku 
pada karcis parkir kendaraan di tempat parkir Solo Grand Mall Kota Surakarta. 
Bab ke lima yaitu penutup, bab ini merupakan bab terakhir atau merupakan 
bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan 
pembahasan yang telah diuraikan dari bab sebelumnya dan memberikan saran yang 
relevan berdasarkan hasil penelitian yang ditujukan kepada para pihak terkait. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM KLAUSULA BAKU, AKAD, PARKIR 
DAN AKAD WADIAH 
A. Klausula Baku 
1. Pengertian Klausula Baku 
Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen berbunyi “Klausula baku (selanjutnya disebut 
perjanjian baku) adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang 
telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh 
pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian 
yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.1  
Perjanjian baku berasal dari 2 (dua) kata yaitu kata “Perjanjian” dan 
“Baku” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia masing-masing 
berarti: 
Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada 
seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk 
melaksanakan sesuatu hal.
2
 
Baku adalah tolak ukur yang berlaku untuk kuantitas atau kualitas 
yang diterapkan berdasarkan kesepakatan, standar.
3
 
Definisi perjanjian baku menurut para ahli memang sangat bervariasi 
sebagaimana diuraikan di bawah ini: 
                                                          
1
 Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
2
 Subekti, Hukum Perdjandjian, (Djakarta: PT. Pembimbing Masa, 1963), hal. 4. 
3
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. Ke-3, (Jakarta: 
Balai Pustaka, 2002), hal. 94. 
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Abdulkadir Muhammad, perjanjian baku artinya perjanjian yang 
menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap 
konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha. Yang 
dibukukan dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan dan 
ukuran.
4
 
Sutan Remi Sjahdeni, perjanjian baku ialah perjanjian yang hampir 
seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak 
yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan 
atau meminta perubahan.
5
 
Sluijter, perjanjian baku bukan perjanjian, sebab kedudukan 
pengusaha itu (yang berhadapan dengan konsumen) adalah seperti 
pembentuk undang-undang swasta (legio particuliere wetgever).
6
 
Pitlo, perjanjian baku adalah perjanjian paksa.
7
 
Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, perjanjian baku tetap merupakan 
perjanjian yang mengikat para pihak yang menandatanganinya, walaupun 
harus diakui bahwa klausula baku yang terdapat dalam perjanjian baku 
banyak mengalihkan beban tanggung gugat dari pihak pembuat perjanjian 
baku kepada pihak lawan, namun setiap kerugian yang timbul dikemudian 
hari akan tetap ditanggung oleh para pihak yang bertanggung jawab 
berdasarkan klausula baku perjanjian tersebut, kecuali jika klausula baku 
                                                          
4
 Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI, Pemberdayaan Hak-Hak Konsumen di 
Indonesia, (Jakarta: Direktorat Perlindungan Konsumen 2001), hal. 183. 
5
 David M L Tobing, Parkir dan Perlindungan Hukum Konsumen, (Jakarta: Timpani 
Publishing, 2007), hal. 35. 
6
 Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Baku (Standard) Perkembangannya di Indonesia, 
(Bandung: Penerbit Alumni, 1981), hal. 105. 
7
 Suharnoko, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 125. 
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tersebut merupakan klausula baku yang dilarang berdasarkan Pasal 18 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
8
 
Penggunaan klausula baku secara umum sudah dikenal oleh 
masyarakat. Penggunaan perjanjian baku memang dapat menghemat waktu 
dan mempercepat proses, tetapi dapat merugikan salah satu pihak. 
Perjanjian baku ini dikategorikan sebagai perjanjian sepihak dimana salah 
satu pihak menuntut haknya tetapi membebaskan diri dari tanggung jawab, 
sedangkan pihak lain harus melaksanakan haknya sementara hak-haknya 
dihilangkan.
9
 
2. Ciri-Ciri Perjanjian Baku 
Dari pendapat para ahli diatas maka dapat diambil ciri-ciri dari 
perjanjian baku yang disimpulkan sebagai berikut: 
a. Perjanjian baku bukanlah perjanjian murni karena pada saat dibuat 
hanya ada satu pihak yang mengetahuinya yaitu si pelaku usaha itu 
sendiri dan tidak ada negosiasi (perjanjian sepihak). 
b. Perjanjian baku memuat syarat-syarat eksonerasi yang membuat 
pembatasan dan/atau pengalihan tanggung jawab dari si pembuat 
perjanjian (produsen), 
c. Isi perjanjian sudah dibuat dan ditetapkan terlebih dahulu oleh satu 
pihak dan untuk diberlakukan secara berulang-ulang (biasanya oleh 
                                                          
8
 Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, Hukum Perlindungan..., (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2004), hal. 118. 
9
 David M. L. Tobing, Parkir dan Perlindungan..., (Jakarta: Timpani Publishing, 2007), 
hal. 31-32. 
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pengusaha atau produsen dalam melakukan perjanjian dengan 
konsumen), 
d. Perjanjian baku tersebut sudah dicetak dalam suatu kertas perjanjian 
dan tidak dapat dilakukan perubahan lagi kecuali oleh yang membuat 
dan menetapkan, 
e. Umumnya perjanjian baku harus dimintakan tanda tangan atau paraf 
dari pihak yang „terpaksa‟ menerima saja isi perjanjian tersebut namun 
dalam praktek banyak perjanjian baku yang tidak diperlukan tanda 
tangan dan/atau paraf melainkan hanya berupa ketentuan-ketentuan 
umum dalam satu produk seperti halnya karcis parkir kendaraan. 
3. Jenis-Jenis Perjanjian Baku 
Mariam Darus Badrulzaman membedakan klausula baku atau 
perjanjian baku menjadi 3 (tiga) jenis yaitu: 
a. Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh 
pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat 
disini adalah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi 
(ekonomi) kuat dibandingkan debitur. Kedua pihak lazimnya terikat 
dalam organisasi, misalnya pada perjanjian buruh kolektif. 
b. Perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah ialah perjanjian baku yang 
mempunyai objek hak-hak atas tanah. Dalam bidang agraria, misalnya 
formulir-formulir perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Surat 
Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Agustus 1977 Nomor 
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104/Dja/1977, yang berupa antara lain akta jual beli, model 1156727, 
akta hipotik model 1045055, dan sebagainya. 
c. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat 
terdapat perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah 
disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang 
minta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan.
10
 
B. Akad atau Perjanjian Menurut Hukum Islam 
1. Pengertian Akad 
Kata akad (دقع) jamaknya دوُقُعْلا (al-„uqud) secara bahasa berarti 
ikatan, mengikat.
11
 Dan menurut istilah al-rabth yaitu menghimpun atau 
mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satu pada yang lainnya 
hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seuntas tali yang satu.
12
 
Secara bahasa akad memiliki beberapa arti, diantaranya: 
a. Mengikat (وطبارلا) yaitu: 
 َرط َعَْجَ ِةَدِحَاَو ٍةَعْطِقَك اَحِبْصَي َف َلاِصىت َي ىتََّح ِرَخ َلاِاب اهم ُدَحَا ُّدُشَيَو ِْيَْل ْ بَح َْفَ  
“Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya 
dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi 
sepotong benda” 
 
b. Sambungan (دقع) yaitu: 
                                                          
10
 Ibid, hal. 39-40. 
11
 Dwi Suwiknyo, Kamus Lengkap Ekonomi Islam, (Jakarta: Total Media, 2009), hal. 14. 
12
 Ghufron A. Mas‟adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2002), hal. 75. 
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اَمُهُقِّ ثَو ُيَو اَمُهُكِسُْيّ يَدلا ُلِصْوَمَْلا  
“Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya” 
c. Janji (دهعلا) yaitu: 
Dalam QS. Al-Imran ayat 76: 
 ىنَِاف ىَقى تاَوِە ِدْهَِعب َفََْوا ْنَم ىَل َبَالله  َْيِْقىتُمْلا ُّب ُِيُ﴿۷٦﴾ 
Artinya: “(bukan demikian), Sebenarnya siapa yang menepati 
janji (yang dibuat)nya dan bertaqwa, Maka Sesungguhnya Allah 
menyukai orang-orang yang bertaqwa”.13 
 
Dalam QS. Al-Maidah ayat 1: 
 ِدْوُقُعْلِاب اْو ُفَْواآْو ُنََما َنْيِذىلا اَهُّ َيَاي 
 ۗ  ِْيَبَ ْمُكَل ْتىلُِحا ىِّل ُِمَُر ْ يَغ ْمُكْيَلَع ىَل ْ ت ُياَم ىلاِا ِم اَع َْنْلاا ُةَم
 ٌمُرُح ْمُت َْناَوِدْيىصلا 
 ۗ  ىنِا َالله﴿ ُدِْيُرياَم ُمُكَْيُ۱﴾ 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad 
itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 
kepadamu. (yang demikian itu) Dengan tidak menghalalkan berburu 
ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah 
menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.14 
 
Istilah „ahdu dalam ayat di atas mengikat orang yang membuatnya. 
Sedangkan „aqdu mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih 
dengan adanya persetujuan antara pihak-pihak yang mengadakan 
perjanjian tersebut, sehingga terjadi perikatan dua janji antara dua orang 
yang memiliki hubungan antara satu dengan lainnya yang disebut 
                                                          
13
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an..., Ed. Revisi, (Semarang: CV Toha 
Putra, 1989), hal. 83. 
14
 Ibid, hal. 152. 
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perikatan („aqad). Dalam akad tercakup tiga tahapan yaitu perjanjian 
(„ahdu), persetujuan dua perjanjian atau lebih dan perikatan.15 
Istilah perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam 
Islam dikenal dengan istilah aqad (akad dalam Bahasa Indonesia).
16
 Secara 
istilah akad adalah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara‟, yang 
menetapkan keridhaan kedua belah pihak.
17
 Menurut jumhur ulama akad 
adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan syara‟ yang 
menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.
18
 Ijab merupakan 
pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, 
sedangkan qabul merupakan pernyataan pihak kedua untuk 
menerimanya.
19
 
2. Unsur-Unsur Akad 
Sebelumnya telah disebutkan bahwa definisi akad adalah pertalian 
antara ijab dan qabul yang dibenarkan syara‟ yang menimbulkan akibat 
hukum terhadap obyeknya. Dari definisi tersebut diperoleh unsur akad 
yakni sebagai berikut: 
a. Pertalian ijab dan qabul 
Ijab adalah pernyataan kehendak oleh salah satu pihak untuk 
melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan qabul adalah 
                                                          
15
 Masjupri, Fiqh..., (Sleman: Asnalitera, 2013), hal. 49-50. 
16
 Gemala Dewi, Hukum Perikatan..., (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 
46. 
17
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 47. 
18
 Masjupri, Fiqh..., (Sleman: Asnalitera, 2013), hal. 51. 
19
 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, Cet. Ke-2, (Yogyakarta: UII Press, 
2002), hal. 65. 
26 
 
pernyataan menerima kehendak oleh pihak lainnya. Dalam suatu 
perikatan harus terdapat ijab dan qabul. 
b. Dibenarkan oleh syara‟ 
Suatu perikatan yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan 
syara‟ atau hal-hal yang dilarang oleh Allah swt dalam Al-Qur‟an 
maupun oleh Nabi Muhammad saw dalam hadits. 
c. Mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya 
Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum. Akad 
menimbulkan akibat hukum bagi objek hukum yang diperjanjikan oleh 
para pihak dan melaksanakan hak dan kewajiban yang mengikat para 
pihak sesuai kesepakatan.
20
 
3. Rukun Akad 
Suatu akad akan terbentuk ketika telah memenuhi syarat dan 
rukunnya. Ahmad Azhar Basyir menyebutkan bahwa rukun akad itu ijab 
dan qabul, sedangkan ijab dan qabul memiliki kekuatan hukum setelah 
memenuhi syarat yaitu sebagai berikut: 
a. Ijab dan qabul dinyatakan oleh orang sekurang-kurangnya telah 
mencapai umur tamyiz (orang yang dapat membedakan baik dan buruk) 
yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan hingga 
ucapan itu benar-benar karena keinginan hatinya (dilakukan oleh orang 
yang cakap hukum). 
b. Ijab dan qabul tertuju pada suatu objek yang menjadi objek akad. 
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c. Ijab dan qabul berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila dua 
belah pihak sama-sama hadir, atau sekurang-kurangnya dalam majelis 
diketahui ijab oleh pihak yang tidak hadir.
21
 
Menurut Hendi Suhendi akad memiliki rukun meliputi hal-hal 
berikut: 
a. Aqid adalah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri 
dari beberapa orang. Dalam buku Fiqh Kontekstual, „aqid bisa berupa 
manusia maupun badan hukum. Manusia berdasarkan ketentuan Islam 
yaitu orang yang dapat dibebani hukum tersebut dengan mukallaf.
22
 
Menurut Hamzah Yakub syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh 
manusia untuk menjadi subyek akad adalah sebagai berikut: 
1) „Aqil yaitu orang yang berakal sehat, 
2) Tamyiz yaitu orang yang dapat membedakan baik dan buruk, dan 
3) Mukhtar yaitu orang yang bebas dari paksaan. 
b. Ma‟qud „alaih atau Mahallul „aqd adalah benda yang diakadkan. 
Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam Mahallul „aqd adalah sebagai 
berikut: 
1) Obyek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan, 
2) Obyek perikatan dibenarkan oleh syariah, 
3) Obyek akad harus jelas dan dikenali, dan 
4) Obyek dapat diserahterimakan.23 
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c. Maudhu‟ al „aqd adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. 
Berbeda akad maka berbeda tujuan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi 
tujuan akad sah dan memiliki tujuan hukum adalah sebagai berikut: 
1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-
pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan, 
2) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan 
akad, dan 
3) Tujuan akad harus dibenarkan syara‟.24 
d. Shighat al „aqd adalah dengan cara bagaimana ijab dan qabul yang 
merupakan rukun akad itu dinyatakan. Para pihak yang berikrar harus 
memperhatikan syarat-syarat agar memiliki akibat hukum sebagai 
berikut: 
1) Jalalul ma‟na yaitu tujuan yang terdapat dalam pernyataan itu jelas, 
sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki, 
2) Tawafuq yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul, dan 
3) Jazmul iradataini yaitu antara ijab dan qabul menunjukkan 
kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu dan tidak terpaksa.
25
 
4. Cara Menyampaikan Akad 
Beberapa cara menyampaikan akad adalah sebagai berikut: 
a. Tulisan, mengadakan akad dengan tulisan itu diperbolehkan, baik bagi 
orang yang mampu berbicara maupun tidak dapat berbicara dengan 
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syarat tulisan itu harus jelas, tampak dan dapat dipahami kedua belah 
pihak. 
b. Lisan, tidak disyaratkan dalam shighat dengan lisan ini untuk 
menyebutkan barang yang dijadikan objek akad. 
c. Isyarat, akad dengan isyarat diperuntukkan bagi orang yang tidak dapat 
berbicara. Akan tetapi, jika bisa menulis dan tulisan itu jelas, maka 
dianjurkan untuk menggunakan tulisan.
26
 
5. Syarat-Syarat Akad 
Dari rukun-rukun akad yang sudah dijelaskan di atas maka ada 
beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain: 
a. Syarat in „aqad adalah syarat yang berkenaan dengan berlangsung atau 
tidaknya suatu akad. Syarat ini harus ada, karena jika tidak ada maka 
dapat menyebabkan suatu akad batal. Syarat ini meliputi syarat-syarat 
bersifat umum, yaitu syarat kecakapan bagi „aqid, syarat dapat 
menerima hukum akad bagi objek akad, diizinkan dan tidak 
bertentangan dengan syara‟ bagi tujuan akad, serta akad tersebut 
mengandung manfaat. 
b. Syarat Shihhah adalah syarat yang ditetapkan yang berkenaan untuk 
menerbitkan ada atau tidaknya akibat hukum yang ditimbulkan oleh 
akad jika tidak terpenuhi, akadnya menjadi rusak (fasid). 
c. Syarat Nafadz adalah syarat yang ditetapkan oleh syara‟ yang 
berkenaan dengan berlaku atau tidaknya sebuah akad. Jika persyaratan 
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ini tidak dipenuhi, maka akadnya akan menjadi mauqud 
(ditangguhkan). Syarat Nafadz ada 2 (dua) yaitu pertama, milik atau 
wilayah, maksudnya orang yang melakukan akad benar-benar menjadi 
pemilik barang atau ia mempunyai otoritas atas objek akad tersebut. 
Kedua, objek akad tersebut dari hak-hak pihak ketiga. 
d. Syarat Lumuz adalah syarat yang ditetapkan oleh syara‟ berkenaan 
dengan kepastian sebuah akad. Akad sendiri sebenarnya adalah sebuah 
ilzam (kepastian).  Jika sebuah akad belum bisa dipastikan berlakunya 
seperti ada unsur tertentu yang menimbulkan hak khiyar, maka akad 
seperti itu dalam kondisi ghairu lazim (belum pasti), karena masing-
masing pihak berhak memfasakhkan akad atau tetap melakukannya.
27
 
6. Macam-Macam Akad 
Secara umum akad dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu 
sebagai berikut: 
a. Aqad Munjiz adalah akad yang dilakukan langsung pada waktu 
selesainya akad. Dalam akad ini tidak ditentukan waktu pelaksanaannya 
dan tidak terdapat syarat-syarat dalam pelaksanaan akad. 
b. Aqad Mu‟alaq adalah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-
syarat yang sudah ditentukan. 
c. Aqad Mudhaf adalah akad yang dalam penangguhan pelaksanaannya 
ditentukan dengan syarat, pernyataan dalam pelaksanaan pertangguhan 
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hingga waktu yang telah ditentukan. Perkataan ini sah tetapi belum 
memiliki akibat hukum sebelum tibanya waktu yang ditentukan.
28
 
Dilihat dari sudut tinjauannya, akad terbagi kedalam beberapa hal, 
sebagai berikut: 
a. Akad dilihat dari sah dan batalnya akad, terbagi menjadi: 
1) Aqad shahih yaitu akad yang mencukupi persyaratannya, baik syarat 
khusus maupun syarat umum. Akibat hukum yang ditimbulkan dari 
akad ini berlaku semenjak berlakunya akad. 
2) Aqad fasihah yaitu akad yang cacat karena kurang salah satu dari 
syarat-syaratnya, baik syarat khusus maupun syarat umum. 
b. Akad dilihat dari berlaku dan tidaknya akad, terbagi menjadi: 
1) Aqad Nafidzah yaitu akad yang bebas dari penghalang-penghalang 
akad. Akibat hukum berlaku seketika semenjak akad ini 
berlangsung. 
2) Aqad Mauqufah yaitu akad yang bertalian dengan persetujuan-
persetujuan. Akibat hukum yang timbul bergantung kepada izin dari 
pihak yang berwenang.
29
 
c. Akad dilihat dari kewajiban membayar ganti dan tidaknya akad, terbagi 
menjadi: 
1) Aqad Dhaman yaitu akad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua 
setelah barang-barang itu diterima. 
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2) Aqad Amanah yaitu tanggung jawab kerusakan oleh pemilik benda, 
bukan oleh yang memegang barang. 
3) Akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, salah satunya unsur 
aqad dhaman dan yang lain dari unsur aqad amanah. 
d. Akad dilihat dari tujuan akad, terbagi menjadi: 
1) Tujuan tamlik yaitu akad yang bertujuan untuk memiliki sesuatu. 
2) Tujuan untuk mengadakan usaha bersama (perkongsian). 
3) Tujuan tautsiq yaitu memperkokoh kepercayaan saja. 
4) Tujuan menyerahkan kekuasaan. 
5) Tujuan mengadakan pemeliharaan.30 
e. Akad dilihat dari ada dan tidaknya kompensasi, terbagi menjadi: 
1) Aqad Tabarru‟ yaitu segala bentuk perjanjian yang dilakukan untuk 
mencari keuntungan komersil, tetapi dalam rangka tolong-menolong 
untuk berbuat kebaikan. 
2) Aqad Tijarah atau Mu‟awadah yaitu akad yang bertujuan untuk 
mencari keuntungan.
31
 
7. Asas-Asas Akad 
Akad memiliki asas-asas yang tidak boleh dilanggar oleh kedua 
belah pihak, asas-asas tersebut yaitu: 
a. Asas Ilahiah 
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Setiap tingkah laku maupun perbuatan setiap manusia tidak akan 
luput dari ketentuan Allah swt. Seperti firman Allah swt dalam QS. Al-
Hadid ayat 4: 
 ِةىتِس ْفَ َضْرَْلااَو ِتَوَم ىسلا َقَلَخ ْيِذىلاَوُى ِشْرَعْلا ىَلَع ىَو َتْساُىثُ ٍماىَيا  ۗ  ِفَ ُجَِلياَم ُمَلْع َي
اَه ْ يِف ُُجرْع َياَمَوِءآَم ىسلا ِنِم ُِلزْن َياَمَو اَه ْ نِم ُُجرَْيِاَمَو ِضْرَْلاا  ۗ ْمُتْنُكاَم َنَْيا ْمُكَعَمَوُىَو  ۗ  َوُالله 
 ٌر ْ يِصَب َنْوُلَمْع َتَابِ﴿٤﴾  
Artinya: “Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam 
masa. Kemudian Dia bersemayam di atas „arsy Dia mengetahui apa 
yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa 
yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. Dan Dia 
bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat 
apa yang kamu kerjakan”.32 
 
Kegiatan muamalah merupakan perikatan yang tidak akan pernah 
lepas dari nilai-nilai ketauhitan. Dengan demikian orang yang 
melakukan muamalah akan memiliki tanggung jawab, baik tanggung 
jawab kepada dirinya sendiri, tanggung jawab kepada pihak kedua 
maupun tanggung jawab kepada Allah swt. Akibatnya, manusia tidak 
akan melakukan muamalah sesuka hatinya sebab semua perbuatan yang 
ia lakukan akan mendapatkan balasan dari Allah swt.
33
 
b. Asas Kebebasan (al-Hurriyah) 
Agama Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk 
melakukan perikatan. Bentuk dan isi dalam perikatan ditentukan oleh 
pihak yang mengadakan suatu perikatan. Apabila bentuk dan isi dari 
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perikatan tersebut disetujui oleh para pihak maka perikatan tersebut 
mengikat keduanya dan harus dilaksanakan segala hak dan 
kewajibannya. Sepanjang perikatan tersebut tidak bertentangan dengan 
hukum Islam maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan.
34
 Seperti 
firman Allah swt dalam QS. Al-Maidah ayat 1: 
 ىلا اَهُّ َيَاي ِدْوُقُعْلِاب اْو ُفَْواآْو ُنََما َنْيِذ 
 ۗ  ىِّل ُِمَُر ْ يَغ ْمُكْيَلَع ىَل ْ ت ُياَم ىلاِا ِم اَع َْنْلاا ُةَمِْيَبَ ْمُكَل ْتىلُِحا
 ٌمُرُح ْمُت َْناَوِدْيىصلا 
 ۗ  ىنِا َالله﴿ ُدِْيُرياَم ُمُكَْيُ۱﴾ 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad 
itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 
kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu 
ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah 
menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. 35 
 
c. Asas Persamaan dan Kesetaraan (al-Musawah) 
Kegiatan muamalah merupakan salah satu kebutuhan hidup 
manusia. Dan sering kali seseorang memiliki kelebihan dari pada yang 
lain. Seperti firman Allah swt dalam QS. An-Nahl ayat 71: 
 َوُالله  ْزِّرلا ِفَ ٍضْع َب ىَلَع ْمُكَضْع َب َل ىضَف ِق  ۗ  ْتَكَلَماَم ىَلَع ْمِهِقِْزر ْيِّدآَرِباْوُل ِّضُف َنْيِذىلااَمَف
 ٌءآَوَس ِوْيِف ْمُه َف ْمُه ُنَاْيّا  ۗ  ِةَمْعِنَِبَفاِالله  َنْوُدَحَْيَ﴿۷۱﴾  
Artinya: “Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian 
yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan 
(rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak 
yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka 
mengapa mereka mengingkari nikmat Allah”.36 
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Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan 
kekurangannya masing-masing. Untuk itu antara orang yang satu 
dengan yang lain saling melengkapi atas kekurangan yang lain dan 
kelebihan yang dimiliki. Dalam melakukan sebuah perikatan, para 
pihak menentukan hak dan kewajiban berdasarkan persamaan atau 
kesetaraan. Dalam sebuah perikatan tidak boleh mengandung 
kezaliman. 
d. Asas Keadilan (al-„Adalah) 
Adil merupakan salah satu sifat Allah swt yang sering disebutkan 
dalam Al-Qur‟an. Kata adil seringkali Allah swt tekankan kepada 
manusia dalam perbuatan, karena adil membuat menusia lebih taqwa. 
Firman Allah swt dalam QS. Al-A‟raaf ayat 29: 
 ِطْسِقْلِاب ْ ِّبَِّرَرََما ْلُق  ۗ  َنْي ِّدلا ُوَل َْيِْصِلُْمُ ُهْوُعْداىوٍدِجْسَم ِّلَُكدْنِع ْمُكَىْوُجُواْوُمْيَِقاَو  ۗ  ۗ  
 َنْوُدْوُع َت ْمَُكاََدباَمَك﴿۲۲﴾ 
Artinya: “Katakanlah: “Tuhanku menyuruh menjalankan 
keadilan.” Dan (katakanlah): “Luruskanlah muka (diri)mu di setiap 
sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu 
kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada 
permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepadaNya)”.37 
 
Istilah keadilan tidak dapat disamakan dengan suatu persamaan. 
Menurut Yusuf Qardhawi, keadilan adalah keseimbangan antara 
berbagai potensi individu baik moral maupun materiil, antara individu 
dengan masyarakat dan antara masyarakat dengan lainnya berlandaskan 
syari‟at Islam. Para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk 
                                                          
37
 Ibid, hal. 218. 
36 
 
berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan memenuhi 
perjanjian yang telah mereka buat dan memenuhi semua 
kewajibannya.
38
 
e. Asas Keadilan (al-Ridho) 
Dalam firman Allah swt QS. An-Nisa ayat 29: 
 ٍضَار َت ْنَع ًَةراَِتِ َنْوُكَت َْنا ىلَِّا ِلِطاَبْلِاب ْمُكَن ْ ي َب ْمُكَلاَوَْماآْوُلُكَْأتَلا اْو ُنََما َنْيِذىلااَهُّ َيَاي  ْمُكْن ِّم  ۗ 
 ْمُكَسُف َْناآْوُل ُتْق َتَلاَو  ۗ  ىنِاَالله اًمْيِحَر ْمُكِب َناَك﴿۲۲﴾  
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 
jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. 
Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah 
Maha Penyayang kepadamu”.39 
 
Ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam bertransaksi harus atas 
dasar suka sama suka atau sukarela. Tidak dibenarkan dalam 
bermuamalah terdapat paksaan ataupun penipuan. Jika hal ini sampai 
tejadi maka dapat membatalkan perbuatan tersebut. Unsur suka sama 
suka ataupun kerelaan ini merupakan bentuk keikhlasan dan ikhtikad 
baik dari para pihak. 
f. Asas Kejujuran dan Kebenaran (ash-Shidq) 
Kejujuran merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap orang 
dalam melakukan muamalah. Apabila kejujuran tidak diterapkan dalam 
suatu muamalah maka dapat merusak legalitas perikatan itu sendiri. 
Dan jika kejujuran tidak diterapkan dalam suatu perikatan maka akan 
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terjadi perselisihan antar pihak yang melakukan muamalah. Seperti 
firman Allah swt dalam QS. Al-Ahzab ayat 70: 
اوُقى تااوُنََما َنْيِذىلااَهُّ َيَايَالله اًدْيِدَسًلاْو َقاُْولْو ُقَو  ۗ﴿۷۰﴾  
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu 
kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”.40 
 
Perbuatan muamalah dapat dikatakan benar apabila terdapat 
manfaat bagi pihak yang melakukan muamalah tersebut, serta bagi 
masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan muamalah yang 
mendatangkan mudharat dengan tegas dilarang. 
Dalam QS. Al-Isra ayat 27 Allah swt berfirman: 
 ِْيِْطَي ىشلا َناَوْخِاآْو ُناَك َنِْير ِّذَبُمْلاىِنا  ۗ  ًارْوُفَك ِوِِّبرِل ُنَطْي ىشلَاناََكو﴿۲۷﴾  
Artinya: “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-
saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada 
Tuhannya”.41 
 
Pemboros adalah suatu hal yang menyia-nyiakan harta yang 
membuat harta tersebut menjadi tidak bermanfaat. Akibatnya 
pemborosan ini dapat mengakibatkan mudharat kepada yang 
melakukannya.
42
 
g. Asas Tertulis (al-Kitabah) 
Dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 dan 283 disebutkan bahwa Allah 
swt menganjurkan kepada manusia yang melakukan perikatan untuk 
dilakukan secara tertulis, dan disaksikan oleh para saksi dan diberikan 
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tanggung jawab kepada setiap individu yang melakukan perikatan. 
Selain itu, dianjurkan bahwa dalam perikatan dilakukan tidak secara 
tunai melainkan terdapat objek sebagai jaminannya. Adanya tulisan, 
saksi dan benda jaminan menjadi alat bukti telah terjadinya suatu 
perikatan.
43
 
8. Berakhirnya Akad 
Suatu akad akan berakhir apabila sudah tercapai tujuannya. Selain 
telah tercapainya suatu tujuan, akad juga berakhir apabila terdapat fasakh 
(pembatalan) atau telah berakhirnya waktu. Sebab-sebab terjadinya 
pembatalan: 
a. Dibatalkan karena terdapat hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syara‟. 
b. Dengan sebab adanya khiyar. 
c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena 
merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukannya. Pembatalan 
semacam ini disebut iqadah. 
d. Karena kewajiban yang ditimbulkan oleh akad tidak dipenuhi oleh 
pihak-pihak yang bersangkutan. 
e. Karena habis waktunya. 
f. Karena tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang. 
g. Karena kematian.44 
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C. Parkir 
1. Pengertian Parkir 
Dalam buku pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir 
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, parkir adalah keadaan tidak 
bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
45
 Dalam Kamus 
Bahasa Indonesia, parkir adalah menghentikan atau menaruh kendaraan 
bermotor untuk beberapa saat di tempat yang sudah disediakan.
46
 Jika 
melihat fungsi perparkiran terdapat juga asumsi parkir sebagai tempat 
penitipan barang yang memiliki arti apabila seorang menerima sesuatu 
barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan 
mengembalikannya dalam wujud asalnya.
47
 
Definisi parkir menurut para ahli yakni sebagaimana diuraikan 
dibawah ini: 
Warpadi, parkir adalah semua kendaraan tidak mungkin bergerak 
terus, pada suatu saat ia harus berhenti untuk sementara waktu 
(menurunkan muatan) atau berhenti cukup lama. 
Joko Murwono, parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu 
kendaraan yang tidak bersifat sementara dan pengemudi meninggalkan 
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kendaraannya termasuk kepentingan menaikkan dan menurunkan orang 
atau barang.
48
 
2. Jenis-Jenis Parkir 
a. Parkir Berdasar Penempatan 
1) Parkir di badan jalan (on street parking) adalah fasilitas parkir yang 
menggunakan tepi jalan sebagai ruang parkirnya. 
2) Parkir di luar badan jalan (off street parking) adalah tata guna lahan 
yang khusus disediakan sebagai ruang parkir dan mempunyai pintu 
pelayanan masuk atau pintu pelayanan keluar sebagai tempat 
mengambil atau menyerahkan karcis sehingga dapat mengetahui 
secara pasti jumlah kendaraan dan jangka waktu kendaraan parkir 
yang diparkir.
49
 
b. Parkir Berdasarkan Status 
1) Parkir umum adalah area parkir yang menggunakan lahan yang 
dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. 
2) Parkir khusus adalah area parkir yang menggunakan lahan yang 
pengelolaannya diselenggarakan oleh pihak ketiga. 
3) Parkir darurat adalah parkir di tempat umum yang menggunakan 
lahan milik Pemerintah Daerah maupun swasta karena kegiatan 
insidentil. 
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4) Gedung parkir adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat 
parkir yang dikelola dan dikuasai Pemerintah Daerah atau pihak 
ketiga yang telah mendapat izin dari Pemerintah Daerah. 
5) Areal parkir adalah suatu bangunan atau lahan parkir yang 
dilengkapi dengan fasilitas sarana perparkiran yang diperlukan dan 
pengelolanya dikuasai Pemerintah Daerah. 
c. Parkir Berdasarkan Jenis Kendaraan 
1) Parkir untuk kendaraan roda dua tidak bermesin (seperti sepeda). 
2) Parkir untuk kendaraan roda dua bermesin (seperti sepeda motor). 
3) Parkir untuk kendaraan roda tiga, roda empat, atau lebih dan 
bermesin (seperti mobil, taxi, truk dan lain-lain). 
d. Parkir Berdasarkan Jenis Tujuan Kendaraan 
1) Parkir penumpang adalah untuk kebutuhan menaikkan dan 
menurunkan penumpang. 
2) Parkir barang adalah untuk kebutuhan bongkar muat barang. 
e. Parkir Berdasarkan Jenis Kepemilikan dan Pengoperasian 
1) Milik swasta dan dikelola oleh swasta. 
2) Milik Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. 
3) Milik Pemerintah Daerah dan dikelola oleh swasta.50 
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3. Hak dan Kewajiban Pengelola Parkir, Petugas Parkir dan Pengguna Jasa 
Parkir 
Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang 
Penyelenggaraan Perhubungan diatur mengenai hak dan kewajiban 
pengelola parkir, petugas parkir dan pengguna jasa parkir.
51
 
a. Hak dan Kewajiban Pengelola Parkir 
1) Hak Pengelola Parkir adalah sebagai berikut: 
a) Mengelola tempat lahan parkir yang ditetapkan; 
b) Memperoleh hasil pungutan retribusi yang telah dilakukan 
petugas parkir sebesar 35 % dari pendapatan parkir; 
c) Mendapatkan perlindungan keamanan dari Pemerintah Daerah 
dari kegiatan parkir ilegal atau tidak resmi; dan 
d) Mendapatkan jaminan kepastian dalam mengelola lahan parkir. 
2) Kewajiban Pengelola Parkir adalah sebagai berikut: 
a) Menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kelancaran lalu 
lintas di kawasan lokasi parkir yang dikelola; 
b) Menyerahkan hasil pungutan retribusi kepada Walikota melalui 
Dinas sesuai kontrak atau ketetapan retribusi; 
c) Memungut tarif retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah tentang 
Retribusi Daerah; 
d) Membina dan mempekerjakan petugas parkir yang cakap, jujur 
dan terampil; dan 
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e) Mematuhi dan melaksanakan hubungan Perburuhan/ 
Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan 
di bidang ketenagakerjaan. 
b. Hak dan Kewajiban Petugas Parkir 
1) Hak Petugas Parkir adalah sebagai berikut: 
a) Memperoleh penghasilan sebesar 25 % dari pendapatan parkir; 
b) Memungut Retribusi Parkir sesuai ketentuan Peraturan Daerah 
tentang Retribusi Daerah; dan 
c) Mendapat jaminan sosial dan hak-hak lainnya dari pengelola 
parkir. 
2) Kewajiban Petugas Parkir adalah sebagai berikut: 
a) Melaksanakan tugas yang ditetapkan pengelola yang telah 
disahkan oleh Dinas; 
b) Menyerahkan bukti retribusi parkir kepada pengguna jasa parkir; 
c) Menyerahkan hasil pemungutan retribusi parkir kepada pengelola; 
d) Memakai seragam parkir, beserta kelengkapan yang telah 
ditetapkan dan kartu tanda anggota; 
e) Memberikan pelayanan kepada Pengguna Jasa Parkir dengan 
baik; 
f) Menata dengan tertib Kendaraan yang diparkir sesuai dengan pola 
parkir yang ditetapkan; 
g) Memberikan jaminan keamanan; 
44 
 
h) Memberikan ganti rugi atas kehilangan kendaraan termasuk 
kelengkapannya dan/atau kerusakan yang dialami karena 
kesengajaan atau kealpaan; 
i) Mematuhi ketentuan tarif retribusi parkir yang berlaku; dan 
j) Menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan 
parkir. 
c. Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa Parkir 
1) Hak Pengguna Jasa Parkir adalah sebagai berikut: 
a) Memperoleh bukti pembayaran retribusi parkir; 
b) Mendapat pelayanan yang baik dari petugas parkir; 
c) Mendapat jaminan keamanan; dan 
d) Mendapat ganti rugi atas terjadinya kehilangan dan/atau 
kerusakan yang dialami. 
2) Kewajiban Pengguna Jasa Parkir adalah sebagai berikut: 
a) Menempatkan kendaraan di tempat yang sesuai dengan 
peruntukannya; 
b) Mematuhi semua tanda-tanda parkir dan/atau petunjuk yang ada; 
c) Meminta karcis parkir pada saat parkir; dan 
d) Menunjukkan dan membayar retribusi parkir kepada petugas 
parkir pada saat akan meninggalkan tempat parkir.
52
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D. Akad Wadiah 
1. Pengertian Akad Wadiah 
Dalam bahasa Arab, wadi‟ah (ةعيدو) berarti titipan.53 Sedangkan 
dalam Kamus Istilah Fiqih, wadi‟ah berarti menitipkan sesuatu kepada 
orang lain berdasarkan amanah atau kepercayaan agar dijaga dan 
dipelihara dengan baik dan semestinya.
54
 
Ulama Hanafiyah mendefiniskan wadi‟ah adalah mengikutsertakan 
seseorang dalam memelihara harta, baik dengan perkataan yang jelas 
maupun dengan tindakan mewakili orang lain untuk memelihara barang 
dengan cara tertentu. Sedangkan ulama Malikiyah, Syafi‟iyah dan 
Hanabilah (jumhur ulama) mendefinisikan wadi‟ah adalah mewakili 
seseorang untuk menjaga harta dengan cara tertentu.
55
 
2. Dasar Hukum 
a. Al-Qur‟an 
Firman Allah swt dalam QS. An-Nisa ayat 58: 
  ىنِاَاللهاَهِلَْىا َلَِا ِتَنَم َْلاااوُّدَؤ ُت َْنا ْمُُكرُم َْأي  ۗ  َْنا ِس اىنلا َْيْ َب ْمُتْمَكَح اَذِاَو
 ِلْدَعْلِاباْوُمُكَْتَ  ۗ  ىنِاَالله  ِِوب ْمُكُظَِعيا ىمِِعن  ۗ  ىنِاَاللهاًع ْ ي َِسَ َناَك  ۗ ًار ْ يِصَب﴿۸۵﴾  
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 
apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 
menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran 
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yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Mendengar lagi Maha Melihat.”56 
 
b. Hadits 
Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan sanadnya dikatakan 
dhaif. 
 َم ْن  َأ ْو ِوْيَلَع َناَمَض َلاَف ًةَع ْيِدَوَدِع  
“Siapa saja yang dititipi, ia tidak berkewajiban menjamin”.57 
c. Ijma‟ 
Para ulama dulu telah melakukan ijma‟ (konsensus) terhadap akad 
wadi‟ah karena kebutuhan manusia dengan akad ini sangat jelas 
terlihat.
58
 
3. Rukun dan Syarat Wadiah 
Akad wadi‟ah merupakan akad tabarru‟, akad yang mengandung 
kebaikan karena sifatnya tolong menolong antar sesama manusia.
59
 
Wadi‟ah memiliki sifat mengikat kedua belah pihak. 
Mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun wadi‟ah cukup ijab saja. 
Ijab dan qabul tidak harus diucapkan dengan jelas, tetapi bisa dikatakan 
dengan samar. Sedangkan jumhul ulama berpendapat bahwa rukun 
wadi‟ah adalah sebagai berikut: 
a. Orang yang berakad 
                                                          
56
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an..., Ed. Revisi, (Semarang: CV Toha 
Putra, 1989), hal. 124. 
57
 Hendi Suhendi, Fiqh..., (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 182. 
58
 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syari‟ah dan Teori ke Praktek, Cet. Ke-10, (Jakarta: 
Gema Insani Press, 2007), hal. 85. 
59
 Makhalul Ilmi SM, Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari‟ah, (Yogyakarta: 
UII Press, 2002), hal. 30. 
47 
 
Syarat orang yang berakad yaitu baligh, berakal sehat dan cerdas 
menurut jumhur. Berakal saja tidak cukup, karena dalam akad wadi‟ah 
kecerdasan sangat dibutuhkan. Sedangkan Mazhab Hanafi hanya 
mensyaratkan baligh saja. 
b. Barang titipan 
Syarat dari barang titipan yaitu jelas dan dapat dikuasai. Hal ini 
berhubungan dengan resiko yang timbul seperti kerusakan pada barang 
yang dititipkan. Apabila barang tersebut tidak dapat dikuasai, maka 
tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya jika terjadi kerusakan 
terhadap barang titipan tersebut sekalipun atas kelalaian orang yang 
dititipi. 
c. Sighat (Ijab Qabul) 
Syarat dari sighat (ijab qabul) harus dimengerti oleh kedua belah 
pihak, baik yang jelas maupun yang samar.
60
 
4. Hukum Wadiah 
Berdasarkan dasar hukum yang telah diuraikan diatas hukum dari 
akad wadi‟ah adalah boleh atau sunnah. Tetapi hukum wadi‟ah dapat 
berubah karena kondisi yang melatarbelakangi. Sulaiman Rasyid dalam 
Fiqih Islam menjelaskan hukum wadi‟ah terbagi menjadi:61 
a. Sunnah 
Hukum sunnah ini berlaku bagi seseorang yang merasa dirinya 
mampu untuk diberi amanah menjaga barang titipan milik orang lain. 
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Sesuai anjuran dalam hukum Islam bahwa wadi‟ah itu merupakan 
tindakan tolong menolong. Hukum sunnah ini berlaku apabila ada 
orang lain yang dapat dititipi, tapi jika tidak ada orang lain yang bisa 
dititipi maka hukum sunnah ini bisa menjadi wajib.
62
 
b. Haram 
Hukum haram ini berlaku apabila seseorang tidak sanggup 
menjaga barang titipan sebagaimana mestinya. Karena seolah-olah 
membukakan pintu untuk merusak barang titipan tersebut atau 
melenyapkannya.
63
 
c. Makruh 
Hukum makruh ini berlaku apabila seseorang merasa dirinya bisa 
menjaga barang titipan tersebut, tetapi ia tidak yakin pada dirinya bisa 
menjaga barang tersebut sebagaimana mestinya, karena ia takut dia 
berkhianat terhadap orang yang menitipkan barang titipan kepadanya. 
5. Macam-Macam Wadiah 
Pada dasarnya sifat akad wadiah adalah amanah bukan dhamanah, 
maksudnya orang yang dititipi (muwadda‟) berkewajiban menjaga barang 
titipan sebagaimana ia menjaga barang miliknya sendiri dan wajib 
mengembalikannya pada saat pemilik barang itu memintanya kembali. 
Secara umum wadiah terdiri dari dua jenis, yaitu: 
a. Wadiah Yad al-Amanah 
Karakteristik wadiah yad al-amanah antara lain sebagai berikut: 
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1) Barang titipan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan, 
2) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang 
berkewajiban menjaga barang titipan tanpa boleh memanfaatkannya, 
dan 
3) Sebagai konpensasi, penerima titipan berhak membebankan biaya 
kepada orang yang menitipkan. 
Konteks wadiah yad al-amanah, apabila barang yang dititipkan 
rusak atau hilang maka bukan merupakan tanggung jawab penerima 
titipan, selama barang titipan tidak disalahgunakan.
64
 
b. Wadiah Yad al-Dhamanah 
Karakteristik wadiah yad al-dhamanah antara lain sebagai berikut: 
1) Barang titipan boleh dan dapat diambil manfaatnya oleh penerima 
titipan, dan 
2) Karena barang titipan dimanfaatkan, tidak ada keharusan bagi 
penerima titipan memberikan hasil dari pemanfaatan barang titipan 
kepada pemilik barang.
65
 
6. Sifat Akad Wadiah 
 Dilihat dari sifatnya, para ulama fiqih sepakat bahwa akad wadi‟ah 
bersifat mengikat kedua belah pihak. Apabila seseorang dititipi barang 
oleh orang lain dan dalam akad tersebut sudah terpenuhi rukun dan 
syaratnya, maka orang yang menerima titipan harus bertanggung jawab 
menjaga barang titipan tersebut. Para ulama fiqih sepakat bahwa akad 
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wadi‟ah bersifat amanah bukan dhamanah, sehingga kerusakan yang 
terjadi selama penitipan barang tidak ditanggung oleh orang yang 
menerima titipan, kecuali kerusakan tersebut terjadi karena kelalaian atau 
kesengajaan orang yang dititipi.
66
 
Dalam kaitannya dengan cara pemeliharaan barang titipan terdapat 
perbedaan dikalangan ulama fiqih. Maksudnya, apakah pemeliharaan 
barang tersebut hanya tertuju pada pribadi orang yang menerima titipan 
barang atau juga tertuju kepada keluarganya, seperti istri, anak maupun 
pembantu rumah tangga: 
a. Ulama Syafi‟iyah berpendapat bahwa barang titipan tersebut hanya 
menjadi tanggung jawab orang yang dititipi. Sehingga keluarga tidak 
bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang titipan. 
b. Ulama Malikiyah berpedapat bahwa anggota keluarga yang ikut 
bertanggung jawab adalah orang yang dipercayai oleh si penerima 
titipan barang, seperti istri, anak maupun pembantu rumah tangga. 
Sehingga apabila terjadi kehilangan atau kerusakan mereka ikut 
bertanggung jawab. 
c. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa barang titipan 
merupakan tanggung jawab orang yang menerima titipan dan ia harus 
menjaga barang tersebut seperti menjaga barangnya sendiri, baik yang 
menjaga orang yang menerima barang titipan maupun oleh orang 
dibawah tanggung jawabnya. Bahkan Ulama Hanafiyah menyatakan 
                                                          
66
 Masjupri, Fiqh..., (Sleman: Asnalitera, 2013), hal. 234. 
51 
 
bahwa wadi‟ah juga menjadi tanggung jawab orang yang bekerja sama 
dengan orang yang menerima titipan, seperti rekan kerja maupun 
karyawannya.
67
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BAB III 
GAMBARAN UMUM DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURAKARTA 
DAN PENGELOLA PARKIR KENDARAAN SOLO GRAND MALL 
A. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Surakarta 
1. Sejarah Dinas Perhubungan Kota Surakarta 
Sejarah berdirinya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 
Organisasi LLAJR sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda. Waktu 
terbentuknya organisasi ini dianggap cukup memadai dengan keadaan lalu 
lintas pada waktu itu dan boleh dikatakan belum serumit sekarang ini. 
Pada jaman pemerintahan Belanda, organisasi LLAJR dikelola oleh apa 
yang dinamakan Departemen Van Verker on Waterstaat yang sekiranya 
sama dengan Dinas Perhubungan sekarang ini. Organisasi ini menangani 
terselenggaranya Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Raya yang pada masa 
itu Wig Verkeer Ordonantie. 
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta 
merupakan salah satu dari beberapa dinas yang ada di Kota Surakarta. 
Sama dengan dinas-dinas lain, Dinas Perhubungan juga membantu dalam 
menyelenggarakan sistem pemerintah Kota Surakarta, dalam hal ini 
membantu tentang masalah perhubungan, komunikasi dan informasi di 
Kota Surakarta.
1
 
 
                                                          
1
 Dinas Perhubungan Kota Surakarta, “Sejarah Dinas Perhubungan Kota Surakarta” dikutip 
dari http://www.dishubkominfo.surakarta .go.id/ diakses 24 September 2018. 
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2. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Surakarta 
Dinas Perhubungan Kota Surakarta memiliki visi dan misi dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya, antara lain sebagai berikut: 
a. Visi Dinas Perhubungan Kota Surakarta 
“Terwujudnya lalu lintas, angkutan, teknik sarana dan prasarana, 
komunikasi, informatika, terminal tirtonadi dan perparkiran yang 
handal, cepat, tepat, tertib lancar, nyaman, selamat, efisien dan efektif 
sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pertumbuhan ekonomi, 
pendidikan, olahraga dan pariwisata Kota Surakarta”. 
b. Misi Dinas Perhubungan Kota Surakarta 
1) Menyelenggarakan administrasi keuangan, sumber daya manusia, 
sarana dan prasarana perkantoran. 
2) Menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta 
memberikan keselamatan dan ketertiban lalu lintas. 
3) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga sarana dan 
prasarana transportasi serta melakukan usaha tertib lalu lintas. 
4) Menyelenggarakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan 
perbengkelan. 
5) Menyelenggarakan pelayanan sarana dan angkutan wisata dan 
sarana angkutan umum massal yang cepat, nyaman, selamat dan 
terjangkau. 
6) Menyelenggarakan pelayanan sarana dan prasarana telekomunikasi 
dan pengembangan komunikasi serta informatika. 
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7) Menyelenggarakan pelayanan piranti lunak dan keras serta jaringan 
informatika dan komunikasi publik. 
8) Menyelenggarakan pelayanan moda angkutan umum dan 
penumpang sarana dan prasarana Terminal Tirtonadi. 
9) Menyelenggarakan pelayanan aktifitas, sarana dan prasarana 
perparkiran. 
10) Menggali potensi serta meningkatkan pendapatan daerah.2 
3. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Surakarta 
a. Tugas Dinas Perhubungan Kota Surakarta 
“Menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lalu lintas, 
angkutan dan teknis sarana dan prasarana serta komunikasi dan 
informatika”. 
b. Fungsi Dinas Perhubungan Kota Surakarta 
1) Penyelenggaraan kesekretariatan dinas. 
2) Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan 
pelaporan. 
3) Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas. 
4) Pengaturan angkutan orang dan barang. 
5) Pembinaan usaha sarana dan prasarana teknis kendaraan dan 
bengkel. 
6) Penyelenggaraan uji kendaraan. 
7) Penyelenggaraan komunikasi. 
                                                          
2
 Ibid. 
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8) Penyelenggaraan informatika. 
9) Penyelenggaraan pengelolaan terminal. 
10) Penyelenggaraan pengelolaan perparkiran. 
11) Penyelenggaraan sosialisasi. 
12) Pembinaan jabatan fungsional. 
13) Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTP).3 
Dasar hukum yang digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi 
adalah Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang 
Penyelenggaraan Perhubungan. Didalamnya terdapat aturan-aturan yang 
harus dilakukan oleh pemerintah agar dalam menyelenggarakan sektor 
perhubungan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada. 
4. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Surakarta 
Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perhubungan Komunikasi dan 
Informatika Kota Surakarta memiliki susunan organisasi antara lain 
sebagai berikut ini: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariah, membawahkan: 
1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 
2) Subbagian Keuangan; 
3) Subbagian Umum dan Kepegawaian. 
c. Bidang Lalu Lintas, membawahkan: 
1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; 
                                                          
3
 Ibid. 
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2) Seksi Bimbingan, Keselamatan dan Ketertiban. 
d. Bidang Angkutan, membawahkan: 
1) Seksi Angkutan Orang; 
2) Seksi Barang. 
e. Bidang Teknis, Sarana dan Prasarana, membawahkan: 
1) Seksi Teknis Kendaraan dan Bengkel; 
2) Seksi Uji Kendaraan. 
f. Bidang Komunikasi, membawahkan: 
1) Seksi Telekomunikasi; 
2) Seksi Pengembangan, Komunikasi dan Informatika. 
g. Bidang Informatika, membawahkan: 
1) Seksi Piranti Lunak dan Keras; 
2) Seksi Jaringan Informatika dan Komunikasi Publik. 
h. UPTP; 
i. Kelompok Jabatan Fungsional.4 
 
 
 
 
  
 
 
 
                                                          
4
 Ibid. 
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Gambar 1: Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Surakarta 
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran (UPTP)  
Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran (UPTP) berdiri 
berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 dan 
Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 
188.3/1/102/1980 yang mana setahun kemudian terbit Surat Keputusan 
Walikotamadya Surakarta Nomor 188.3/60/1/1981 tentang Badan 
Perparkiran Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta. 
Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran (UPTP) merupakan unit 
pelaksana teknis dibawah Dinas Pehubungan Kota Surakarta. Tujuan 
berdirinya Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran (UPTP) adalah 
sebagai berikut: 
a. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat; 
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b. Mewujudkan penataan perkotaan; 
c. Kelancaran lalu lintas; 
d. Ketertiban administrasi pendapatan asli daerah; 
e. Mengurangi beban sosial melalui penyerapan tenaga kerja; dan 
f. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Perparkiran. 
6. Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran (UPTP)  
Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran (UPTP) memiliki tugas 
pokok dan fungsi, sebagai berikut: 
a. Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran (UPTP) adalah 
sebagai berikut: 
1) Pengaturan masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir; 
2) Penyerahan karcis dan penerimaan pembayaran biaya parkir dari 
para pengelola, petugas parkir dan pengguna jasa parkir; 
3) Penjagaan ketertiban dan keamanan dalam perparkiran; 
4) Pengaturan pengusaha dan perijinan lokal parkir; dan 
5) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan 
oleh Walikota dan Kepala Dinas Perhubungan sesuai Perundang-
Undangan yang berlaku. 
b. Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran (UPTP) adalah 
sebagai berikut: 
1) Merencanakan, mempersiapkan dan penyusunan kebijakan teknis 
serta program kerja perparkiran; 
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2) Pelaksanaan segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan 
perparkiran; dan 
3) Ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang 
tata usaha umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan. 
7. Visi dan Misi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran (UPTP)  
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Unit Pelaksana 
Teknis Dinas Perparkiran (UPTP) memiliki visi dan misi dalam 
melaksanakan otonomi daerah dan pembangunan Kota Surakarta. 
a. Visi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran (UPTP)  
“Mewujudkan Kota Surakarta yang rapi dan aman dalam 
penataan parkir dan sekaligus menjadikan Unit Pelaksana Teknis Dinas 
Perparkiran (UPTP) sebagai salam satu primadona dalam mendukung 
keberhasilan Pendapatan Asli Daerah.” 
b. Misi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran (UPTP)  
1) Menata dan memelihara lahan parkir agar tetap bersih, rapi dan 
aman; 
2) Meminta kepada pihak terkait agar dalam mendirikan bangunan 
yang menjadi tempat berkumpulnya manusia dalam menyediakan 
lahan parkir; 
3) Menjadikan para penata lahan parkir beretiket dan dapat dipercaya 
agar masyarakat sadar parkir dan biayanya; 
4) Melaksanakan pemungutan retribusi secara teratur untuk 
meningkatkan pendapatan daerah; dan 
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5) Menjadikan misi tersebut sebagai penunjang dalam kinerja 
melaksanakan tugas dan fungsinya. 
8. Struktur Organisasi Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota 
Surakarta 
Dalam menjalankan tugasnya dalam bidang perparkiran, bidang 
perparkiran Dinas Perhubungan Kota Surakarta memiliki susunan 
organisasi sebagai berikut: 
a. Kepala Bidang Perparkiran; 
b. Kepala Seksi Parkir Umum dan Khusus, tugasnya yaitu membantu 
dalam hal perijinan dan perencanaan urusan administrasi; 
c. Kepala Seksi Penataan Pengendalian dan Operasional, tugasnya yaitu 
membantu dalam hal operasional parkir, pengawasan, penyidikan dan 
penindakan; dan 
d. Staff.5 
 
                                                          
5
 Dewa, Wawancara Pribadi, 8 November 2018 jam 09:30-10:47 WIB. 
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Gambar 2: Struktur Organisasi Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan 
Kota Surakarta 
B. Gambaran Umum Pengelola Parkir Kendaraan Solo Grand Mall 
1. Pengelola Parkir Kendaraan Solo Grand Mall 
Pengelola parkir dan juru parkir yang terletak di Solo Grand Mall  
merupakan warga yang berdomisili di sekitar Solo Grand Mall, para 
pengelola dan juru parkir tersebut tergabung dalam sebuah paguyupan 
yang diberi nama “Paguyupan Parkir Pemuda Warga Penumping”. Nama 
“Paguyupan Parkir Pemuda Warga Penumping” ini dipilih karena baik 
pengelola maupun juru parkir yang bertempat di Solo Grand Mall 
merupakan warga asli Penumping. 
Paguyupan yang di ketuai oleh Bapak Fajar Setiawan tersebut sudah 
ada sejak tahun 2008, kurang lebih sekitar 4 (empat) tahun sejak 
didirikannya Solo Grand Mall Kota Surakarta. Area parkir yang berada di 
sebelah Barat Solo Grand Mall ini beralamat di Jalan Brigjen Slamet 
Kepala Bidang Perparkiran 
Kepala Seksi Parkir Umum 
dan Khusus 
Kepala Seksi Penataan 
Pengendalian dan 
Operasional 
Staff 
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Riyadi Nomor 273 Kota Surakarta Jawa Tengah. Jumlah anggota 
Paguyupan Parkir Pemuda Warga Penumping berjumlah 50 (lima puluh) 
orang. 
Dalam mengelola parkir di Solo Grand Mall ini para juru parkir di 
lapangan menggunakan sistem shift dalam pergantian menjaga di setiap 
blok tempat parkir yakni shift pagi dan shift sore, pergantian juru parkir 
dilakukan setelah 7 (tujuh) jam kerja. Dalam setiap blok dalam lokasi 
parkir Solo Grand Mall terdapat 2-3 juru parkir setiap kali shift. Alasan di 
terapkannya jadwal seperti ini karena banyaknya juru parkir dalam setiap 
blok dan Solo Grand Mall yang beroperasi dari pagi hingga malam hari. 
Area parkir yang terdapat di Solo Grand Mall selain menggunakan 
sistem shift, mereka juga menggunakan sistem blok. Karena warga 
Penumping terbagi menjadi 4 (empat) RT sehingga digunakanlah sistem 
blok ini, yakni dengan menunjuk 1 (satu) orang perwakilan dari setiap RT 
untuk mencari juru parkir dari lingkup masing-masing RT.
6
 
Prosedur perizinan pengusaha parkir Solo Grand Mall ke Dinas 
Perhubungan Kota Surakarta adalah sebagai berikut: 
1. Pemohon mengajukan izin parkir ke Dinas Perhubungan Kota Surakarta 
dengan menyertakan: 
a. Fotocopy KTP; 
b. Fotocopy Akte Pendirian (Badan Usaha); 
c. Surat Izin Pengelolaan Lama (perpanjang); 
                                                          
6
 Taufik Hidayat, Wawancara Pribadi, 4 November 2018 jam 17:45-19:00 WIB. 
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d. Surat Pernyataan Kesanggupan Bermaterai: 
1) Sanggup membayar jaminan, 
2) Sanggup mentaati peraturan. 
e. Daftar Petugas Parkir; 
f. Pas Foto; 
g. Fotocopy SKCK; dan 
h. NPWP. 
2. Pihak Dinas Perhubungan Kota Surakarta melakukan survei lokasi dan 
BAP; 
3. Pemberitahuan Out Put diterima atau ditolak, apabila ditolak maka 
berkas dikembalikan, dan apabila diterima maka dihitung retribusi dan 
penentuan batas-batas lokasi; 
4. Penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD); 
5. Pembayaran Jaminan Retribusi di Kas Sesuai SKRD; 
6. Pencetakan Dokumen; 
7. Proses Penandatanganan Izin; dan 
8. Penyerahan izin atau dokumen kepada Pemohon.7 
2. Visi dan Misi Pengelola Parkir Kendaraan Solo Grand Mall 
a. Visi Pengelola Parkir Kendaraan Solo Grand Mall 
“Mengoptimalkan pemberdayaan manajemen pengelolaan lahan 
perparkiran masyarakat sekitar yang langsung bersangkutan dengan 
                                                          
7
 Dinas Perhubungan Kota Surakarta Bidang Perparkiran, “Manajemen Penyelenggaraan 
Parkir Di Kota Surakarta”, Makalah pada Seminar Bidang Perparkiran di Dinas Perhubungan 
Kota Surakarta tanggal 11 Oktober 2018, hal. 7. 
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mengintegrasikan keamanan dan kepuasan, serta untuk meningkatkan 
pelayanan jasa yang terbaik bagi konsumen.” 
b. Misi Pengelola Parkir Kendaraan Solo Grand Mall 
1) Mewujudkan manajemen perparkiran yang tertib, transparan dan 
terorganisasi, 
2) Mengedepankan mutu layanan yang baik bagi konsumen, 
3) Mendukung pemilik gedung untuk meningkatkan layanan yang 
prima, 
4) Komitmen meningkatkan kerjasama yang terpadu, jujur, aman dan 
nyaman bagi lingkungan sekitar serta saling menguntungkan, dan 
5) Menciptakan dan menjaga kelancaran lalu lintas sekitar lingkungan.8 
3. Struktur Organisasi Pengelola Parkir Kendaraan Solo Grand Mall Kota 
Surakarta 
Struktur organisasi pengelola parkir kendaraan Solo Grand Mall 
Kota Surakarta adalah sebagai berikut ini: 
 
Gambar 3: Struktur Organisasi Pengelola Parkir Solo Grand Mall Kota 
Surakarta 
                                                          
8
 Taufik Hidayat, Wawancara Pribadi, 4 November 2018 jam 17:45-19:00 WIB. 
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BAB IV 
ANALISIS PENGELOLAAN PARKIR KENDARAAN DAN 
PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM KARCIS PARKIR 
KENDARAAN 
PERSPEKTIF TEORI AKAD WADIAH DI SOLO GRAND MALL 
A. Pengelolaan Parkir Kendaraan Solo Grand Mall Kota Surakarta 
Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Bahasa Indonesia 
pengelolaan adalah proses, perbuatan dan cara mengelola.
1
 Menurut Soewarto 
Handayaningrat pengelolaan adalah suatu proses kegiatan yang dimulai 
dengan sebuah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan 
usaha para anggota dalam organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi 
agar mencapai tujuan dari organisasi tersebut.
2
 Sedangkan pengelola adalah 
orang yang mengelola.
3
 
Pengelolaan parkir kendaraan di Solo Grand Mall Kota Surakarta 
dibentuk sejak tahun 2008. Pengelola parkir dan juru parkir kendaraan Solo 
Grand Mall tergabung dalam sebuah paguyupan yaitu Paguyupan Parkir 
Pemuda Warga Penumping, beranggotakan 50 orang yang seluruhnya 
merupakan warga asli Kelurahan Penumping Kota Surakarta. Kinerja juru 
parkir kendaraan Solo Grand Mall menggunakan sistem shift dan sistem blok. 
                                                          
1
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa..., (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 
719. 
2
 Jasa Point, “Teori Pengelolaan” dikutip dari http://www.academia.edu/12213778 
/TEORI_PENGELOLAAN diakses 7 Januari 2019. 
3
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa..., (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 
719. 
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Sistem shift ini digunakan karena banyaknya jumlah anggota dalam 
paguyupan parkir pemuda warga penumping. Sedangkan sistem blok 
digunakan karena paguyupan tersebut terdiri dari 4 RT, sehingga setiap blok 
area parkir dikelola oleh masing-masing RT. 
Dalam melakukan aktivitas parkir kendaraan Solo Grand Mall, 
pengelola parkir menggunakan karcis parkir sebagai alat transaksi dalam 
melakukan perjanjian. Selain itu karcis parkir juga berfungsi sebagai alat 
bukti bahwa konsumen menitipkan kendaraan miliknya di area parkir 
tersebut. Berdasarkan hasil observasi dilapangan penulis menemukan 
kejanggalan dan penyimpangan dari aturan yang ditetapkan, yaitu adanya 
pencantuman klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab 
pelaku usaha atas kehilangan atau kerusakan pada kendaraan milik 
konsumen. Menurut pendapat Bapak Taufik Hidayat, tujuan pengelola parkir 
mencantumkan klausula baku pada karcis parkir kendaraan yaitu untuk 
memberikan peringatan kepada konsumen atau pengguna jasa parkir untuk 
berhati-hati dan lebih teliti sebelum meninggalkan kendaraan di area parkir.
4
 
Menurut Bapak Dewa selaku staff Bidang Perparkiran Dinas 
Perhubungan Kota Surakarta, pencantuman klausula baku yang dibuat oleh 
pelaku usaha dalam hal ini adalah pengelola parkir di karcis parkir kendaraan 
merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana Pasal 18 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan 
dalam Pasal 223 huruf g Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 
                                                          
4
 Taufik Hidayat, Wawancara Pribadi, 4 November 2018 jam 17:45-19:00 WIB. 
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2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan sudah diterangkan bahwa pelaku 
usaha atau pengelola parkir harus memberikan ganti rugi atas kehilangan 
dan/atau kerusakan yang dialami oleh pengguna jasa parkir.
5
 
Mengenai pertanggung jawaban kehilangan sikap pengelola parkir 
kendaraan Solo Grand Mall yang disampaikan oleh Bapak Taufik Hidayat 
selaku pengelola dan juru parkir mengatakan bahwa pihak pengelola parkir 
akan mengganti segala kehilangan yang dialami konsumen.
6
 Sedangkan 
menurut Bapak Dewa selaku Staff Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan 
Kota Surakarta mengatakan jika terjadi kehilangan di area parkir, pengelola 
akan meminta karcis parkir sebagai alat bukti bahwa konsumen tersebut 
benar-benar menitipkan kendaraan miliknya di area parkir yang dikelola oleh 
pengelola parkir dan pengelola parkir akan melihat letak kesalahan. 
Kehilangan yang terjadi akibat kelalaian pengelola parkir atau pemilik 
kendaraan, jika kehilangan terjadi akibat kelalaian pengelola parkir maka 
pengelola parkir akan mengganti sepenuhnya, akan tetapi jika kehilangan 
akibat kelalaian pemilik kendaraan seperti tertinggalnya kunci maka 
pengelola hanya akan mengganti 50% dari harga kendaraan milik konsumen.
7
 
B. Pencantuman Klausula Baku Dalam Karcis Parkir Kendaraan 
Perspektif Teori Akad Wadiah 
Klausula baku menurut Sutan Remi Sjahdeini adalah perjanjian yang 
hampir seluruh klausulnya dibakukan oleh pemakainya. Dengan demikian, 
pihak lain tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta 
                                                          
5
 Dewa, Wawancara Pribadi, 8 November 2018 jam 09:30-10:47 WIB. 
6
 Taufik Hidayat, Wawancara Pribadi, 4 November 2018 jam 17:45-19:00 WIB. 
7
 Dewa, Wawancara Pribadi, 8 November 2018 jam 09:30-10:47 WIB. 
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perubahan. Sjahdeini menekankan, yang dibakukan itu bukan formulir 
perjanjiannya, melainkan klausulanya.
8
  
Pada prinsipnya pencantuman klausula baku dalam perjanjian baku 
tidak dilarang. Namun, yang dilarang hanyalah pencantuman klausula baku 
yang memberatkan dan merugikan konsumen sebagaimana yang telah di atur 
dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen.
9
 Keberlakuan klausula baku sudah menjadi sesuatu 
yang tidak asing lagi sehingga keberadaannya dapat diterima oleh 
masyarakat. Penggunaan klausula baku dilakukan oleh pihak yang memiliki 
kedudukan lebih tinggi dari konsumen untuk kepentingan pelaku usaha tanpa 
memikirkan dampaknya bagi konsumen. Maka dengan cara itu pelaku usaha 
terlebih dahulu mencantumkan klausula baku yang telah ditetapkan bentuk 
dan isinya dalam perjanjian yang memberatkan salah satu pihak yaitu 
konsumen. 
Klausula baku yang tercantum dalam karcis parkir kendaraan Solo 
Grand Mall mencantumkan klausula baku yang berbunyi: 
“Kehilangan dan kerusakan kendaraan atau barang anda bukan 
merupakan tanggung jawab kami.” 
                                                          
8
 Moch. Choirul Rizal, “Sanksi Tindak Pidana Pencantuman Klausula Baku Pada Karcis 
Parkir Kendaraan Bermotor”, Jurnal Al-Daulah (Surabaya) Vol. 3 Nomor 2, 2013, hal. 305. 
9
 Putri Citra Purnamawati, dkk, “Kajian Hukum Terhadap Klausula Baku Dalam Perjanjian 
Jasa Parkir PT Cipta Sumina Indah Satresna Dengan Konsumen Di Samarinda (Studi Kasus: 
Putusan MA Nomor 2157 K/PDT/2010)”, Jurnal Diponegoro Law Journal Vol. 6 Nomor 2, 2017, 
hal. 2. 
68 
 
Klausula baku yang dicantumkan dalam karcis parkir kendaraan Solo 
Grand Mall sangat bertentangan dengan asas kebebasan, karena pihak 
konsumen tidak memiliki kebebasan dalam pembuatan perjanjian, maka 
perjanjian tersebut batal demi hukum.
10
 Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 
18 ayat (3) yang menyatakan bahwa: 
“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada 
dokumen  atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”.11 
Menurut sudut pandang hukum Islam setiap manusia diberikan 
kebebasan dalam melakukan perjanjian (perjanjian dibenarkan selama tidak 
bertentangan dengan syariat Islam), baik itu dalam menentukan bentuk 
maupun isi dalam perjanjian. Akan tetapi klausula baku dibuat secara sepihak 
dan tidak ada unsur keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen, karena 
sifat dari klausula baku adalah mengalihkan tanggung jawab dari pelaku 
usaha ke konsumen. Maka, klausula baku merupakan perjanjian yang 
bertentangan dengan asas-asas syariat Islam. 
Berdasarkan asas-asas yang terdapat dalam perjanjian di bidang 
muamalah harus berdasarkan pada asas-asas syariat Islam sehingga hubungan 
antara manusia dengan Allah swt dalam melakukan muamalah mendapatkan 
                                                          
10
 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2008), hal. 139. 
11
 Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen. 
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ridho dari Allah swt dan hubungan antar manusia dengan manusia tidak ada 
kerugian dari salah satu pihak yang melakukan perjanjian. 
Untuk menjamin perlindungan hukum bagi konsumen hukum Islam 
tidak hanya harus sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 
tapi juga harus memperhatikan proses dalam pembuatan perjanjian tersebut. 
Islam menempatkan perlindungan hukum yang seimbang bagi kedua belah 
pihak, bukan hanya bagi konsumen sebagai pengguna dan penerima klausula 
baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha. 
Pencantuman klausula baku dalam karcis parkir kendaraan merupakan 
suatu perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha, sehingga 
menimbulkan kerugian bagi pihak lain yaitu konsumen.
12
 Pengelola parkir 
Solo Grand Mall seharusnya lebih memperhatikan peraturan yang ada baik 
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen maupun Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2013 
tentang Penyelenggaraan Perhubungan yang berlaku di Kota Surakarta untuk 
tidak mencantumkan klausula baku pada karcis parkir kendaraan yang dapat 
menimbulkan kerugian bagi konsumen dan memberikan ganti rugi kepada 
pengguna jasa parkir yang mengalami kerugian akibat hilangnya barang di 
area parkir kendaraan Solo Grand Mall. 
Menurut Van Apeldoorn, hubungan hukum adalah hubungan yang 
ditimbulkan dari pergaulan masyarakat (baik hubungan yang timbul dari 
perkawinan, keturunan, kerabat darah, ketetanggaan, tempat kediaman, 
                                                          
12
 Dewa, Wawancara Pribadi, 8 November 2018 jam 09:30-10:47 WIB. 
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kebangsaan, dan dari perkara lainnya), dan hal tersebut dilakukan dengan 
menentukan batas-batas kekuasaan dan kewajiban tiap orang terhadap mereka 
dengan siapa ia berhubungan.
13
 Dalam kaitannya dengan perparkiran yakni 
pada saat pemilik kendaraan memutuskan untuk memarkirkan kendaraannya 
diarea parkir, maka sudah terjadi hubungan hukum antara pemilik kendaraan 
dengan pengelola parkir. 
Perjanjian penitipan barang dalam hukum Islam disebut akad wadiah. 
Menurut Muhamad Asro dan Muhamad Kholid mengatakan akad adalah 
perikatan atau perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih mengenai 
transaksi tertentu yang diatur dalam hukum Islam atas dasar saling merelakan 
untuk terjadinya perpindahan hak milik suatu objek tertentu disebabkan 
manfaat yang diperoleh kedua belah pihak dan berakibat hukum yang sama.
14
 
Madzhab Maliki dan Syafi’i mendefinisikan bahwa wadiah dilakukan 
dengan mewakilkan kepada orang lain dalam hal penjagaan harta tertentu 
(harta memiliki nilai) dengan cara tertentu. Menurut Sjahdeini akad wadiah 
adalah suatu akad yang sifatnya tolong menolong antara sesama manusia.
15
 
Dalam akad wadiah tidak ada keuntungan yang diperoleh, karena akad 
wadiah merupakan akad tolong menolong antar sesama manusia. Akad 
wadiah ini memperoleh keuntungan jika antara kedua belah pihak diantaranya 
menitipkan barang dan memperoleh fasilitas berupa keamanan. 
                                                          
13
 Prof. Mr. Dr. L. J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT. Pradnya 
Paramita, 1993), hal. 41.  
14
 Muhamad Asro dan Muhamad Kholid, Fiqh Perbankan, Cet. Ke-1, (Bandung: Pustaka 
Setia, 2011), hal. 74. 
15
 Mufti Afif, “Tabungan: Implementasi Akad Wadi’ah Atau Qard? (Kajian Praktik 
Wadi’ah di Perbankan Indonesia)”, Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 12 Nomor 2, 2014, hal. 2. 
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Menurut penjelasan di atas, akad yang diterapkan dalam layanan jasa 
parkir Solo Grand Mall termasuk dalam akad wadiah yaitu titipan. Tujuan 
dari perjanjian wadiah adalah untuk menjaga keselamatan barang dari 
kehilangan dan kerusakan. Wadiah dalam kontek ini termasuk jenis wadiah 
yad al-amanah, maksudnya barang yang dititipkan tidak boleh digunakan 
atau diambil manfaatnya oleh orang yang menerima titipan dan penerima 
tidak perlu bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada barang 
titipan tersebut selama penerima titipan tidak menggunakan atau mengambil 
manfaatnya.
16
 Maksudnya, juru parkir Solo Grand Mall menerima barang 
titipan berupa kendaraan yang memiliki tugas untuk menjaga dan memelihara 
kendaraan titipan seperti ia menjaga barangnya sendiri dan juru parkir Solo 
Grand Mall yang menerima titipan berkewajiban untuk mengembalikan 
barang titipan tersebut pada saat pemilik barang memintanya kembali. 
Akad wadiah yang diterapkan dalam praktek muamalah (dalam hal ini 
yaitu jasa penitipan kendaraan di Solo Grand Mall) diperbolehkan selama 
tidak merugikan salah satu pihak yang bersangkutan dalam menerima isi 
perjanjian yang dibuat oleh pihak lainnya, sehingga praktek muamalah 
tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dengan adanya praktek 
akad wadiah yang sifatnya tolong menolong untuk mewujudkan praktek 
muamalah yang baik seharusnya pelaku usaha Solo Grand Mall tidak 
mencantumkan klausula baku pada karcis parkir kendaraan yang berisi 
tentang pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. 
                                                          
16
 Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, Cet. Ke-1, 
(Jakarta: PT Grasindo, 2005), hal. 20. 
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Menurut sudut pandang hukum Islam perjanjian yang mencantumkan 
klausula baku dianggap sah selama tidak bertentangan dengan syariat Islam 
dan tidak merugikan salam satu pihak. Selain itu hal ini juga untuk 
mewujudkan keamanan, keadilan dan kepercayaan baik bagi pelaku usaha 
maupun konsumen pengguna jasa parkir. Seharusnya perjanjian itu 
mendatangkan keuntungan yang seimbang bagi kedua belah pihak tanpa ada 
yang merasa dirugikan.  
Berdasarkan penjelasan diatas menurut penulis pencantuman klausula 
baku yang terdapat pada karcis parkir kendaraan Solo Grand Mall Kota 
Surakarta batal demi hukum dikarenakan bersisi tentang pengalihan tanggung 
jawab pelaku usaha atas kehilangan barang kepada konsumen yang 
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen. Perjanjian baku yang dibuat oleh pengelola parkir 
dalam bentuk karcis merupakan perjanjian sepihak sehingga tidak sesuai 
dengan asas kebebasan berkontrak, maksudnya setiap manusia diberikan 
kebebasan untuk mengadakan atau membuat perjanjian selama perjanjian 
tersebut sesuai dengan syariat Islam. 
Perjanjian yang didalamnya terdapat pencantuman klausula baku yang 
merugikan salah satu pihak yang melakukan perjanjian hanya akan 
menimbulkan perbuatan zalim. Namun akad yang digunakan oleh pengelola 
parkir sudah sesuai dengan syariat Islam yaitu menggunakan akad wadiah 
(titipan), menurut penulis dalam kontek ini jenis wadiah yang sesuai dengan 
akad yang digunakan oleh pengelola parkir yaitu wadiah yad al-amanah. 
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Pengelola parkir kendaraan Solo Grand Mall hanya bertugas untuk menjaga 
kendaraan milik konsumen tanpa menggunakan atau mengambil manfaat dari 
barang titipan tersebut dan pengelola parkir kendaraan Solo Grand Mall 
sebagai pihak penerima titipan berhak membebankan biaya kepada penitip 
sebagai biaya penitipan. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan yang sudah dianalisis maka penulis dapat 
disimpulkan sebagai berikut ini: 
Pengelola parkir kendaraan Solo Grand Mall merupakan warga asli 
Penumping, mereka membentuk sebuah paguyupan yang diberi nama 
“Paguyupan Parkir Pemuda Warga Penumping”. Paguyupan yang di ketuai 
oleh Bapak Fajar Setiawan tersebut sudah ada sejak tahun 2008. Paguyupan 
tersebut menerapkan sistem shift dan sistem blok. Penerapan sistem shift 
karena Solo Grand Mall beroperasi dari pagi hingga malam hari, sedangkan 
diterapkannya sistem blok karena warga penumping terbagi menjadi 4 
(empat) RT, sehingga perwakilan dari masing-masing RT menunjuk juru 
parkir dari masing-masing RT tersebut. 
Pencantuman klausula baku pada karcis parkir kendaraan di Solo Grand 
Mall memuat ketentuan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain tidak sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 
pencantuman klausula baku juga bertentangan dengan asas syariah Islam 
yaitu asas kebebasan berkontrak. Dalam tinjauan hukum Islam layanan jasa 
parkir termasuk dalam akad wadiah yang berarti titipan, dalam kontek ini 
jenis wadiah yang digunakan adalah wadiah yad al-amanah. Wadiah 
merupakan titipan, maka pelaku usaha berkewajiban menjaga barang titipan 
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tersebut dengan baik dan mengembalikan kepada pemiliknya pada saat 
pemiliknya meminta kembali. Dikarenakan perjanjian ini menggunakan jenis 
wadiah yad al-amanah, maka penerima titipan tidak diperbolehkan 
menggunakan atau mengambil manfaat dari barang titipan tersebut. 
B. Saran-Saran 
Berdasar penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, maka 
disarankan beberapa hal sebagai berikut ini: 
1. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, mahasiswa mencoba mendalami 
Undang-Undang yang berlaku di Indonesia agar dapat membagikannya 
kepada masyarakat untuk memahami hukum serta peraturan yang berlaku 
agar tercipta keadilan yang merata. 
2. Pelaku usaha khususnya dalam bidang perparkiran, para juru parkir harus 
lebih cermat dalam mencantumkan klausula baku yang terdapat dalam 
lembaran karcis, seharusnya peraturan yang tertuang dalam lembaran 
karcis tersebut harus sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang 
berlaku serta tidak bertentangan dengan Hukum Islam. 
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PEDOMAN WAWANCARA 
Narasumber I   : Bapak Dewa 
Pekerjaan   : Staff Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan 
Tanggal Wawancara : 8 November 2018 
Tempat/Waktu  : Kantor Dinas Perhubungan Kota Surakarta/09:30 WIB 
Hasil Wawancara  : 
1. Nama bapak/ibu di Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota 
Surakarta? 
Jawaban : Nama saya Bapak Dewa. 
 
2. Jabatannya di Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Surakarta? 
Jawaban : Di Dinas Perhubungan Kota Surakarta saya menjabat sebagai 
Staff Bidang Perparkiran. 
 
3. Bekerja di Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Surakarta sudah 
berapa lama? 
Jawaban : Saya menjadi Staff di Bidang Perparkiran sudah 2 tahun. 
 
4. Ada berapa area parkir dan biasanya bapak/ibu ditugaskan dimana? 
Jawaban : Kalau untuk bidang perparkiran itu banyak, ada yang 
dilapangan, ada yang operasional, ada yang di penindakan dan lain-lain, 
sedangkan saya staff di kantor. 
 
5. Pendapat bapak/ibu mengenai perjanjian yang terdapat dalam pengelolaan 
parkir (sewa menyewa atau titipan)? 
Jawaban : Parkir termasuk titipan. 
 
6. Apa manfaat diadakannya karcis dalam perparkiran? 
Jawaban : Kalau karcis parkir itu sebenarnya bukan barang berharga, 
karcis hanya digunakan sebagai bukti bahwa masyarakat menitipkan 
kendaraan miliknya diarea parkir tersebut. Jadi kalau ada kehilangan bisa 
komplain dengan karcis itu. 
  
7. Apa dasar hukum yang digunakan Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan 
Kota Surakarta dalam pembuatan karcis parkir? 
Jawaban : Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi 
Daerah. 
 
8. Pendapat bapak/ibu mengenai isi dalam karcis yang mencantumkan 
klausula baku? 
Jawaban : Kalau sesuai aturan di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen, disitu menyatakan bahwasanya kalau 
pengelola mencantumkan klausula baku maka batal demi hukum. Karcis 
resmi dari Dinas Perhubungan tidak mencantumkan klausula baku. Tapi 
kalau diarea parkir yang tidak profesional biasanya tercantum klausula 
baku. 
 
9. Bagaimana pendapat bapak/ibu jika ada konsumen yang merasa dirugikan 
akibat pencantuman klausula baku dalam karcis parkir tersebut? 
Jawaban : Pencantuman klausula baku yang merugikan konsumen itu 
dilarang dan jika pelaku usaha masih tetap mencantumkan maka batal 
demi hukum, sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dan Peraturan Daerah Kota 
Surakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan 
Pasal 223 sudah menjelaskan bahwa pengelola parkir wajib mengganti 
kendaraan dan barang yang hilang milik konsumen sewaktu diparkir 
diarea parkir milik pengelola parkir tersebut. 
 
10. Pendapat bapak/ibu mengenai bentuk pertanggung jawaban pengelola 
parkir kepada pengguna jasa parkir? 
Jawaban : Dari peristiwa kehilangan yang pernah terjadi di beberapa 
tempat parkir, terlebih dahulu pengelola melihat letak kesalahannya. Jika 
kehilangan terjadi akibat kelalaian pengelola parkir, maka pengelola parkir 
akan mengganti sepenuhnya. Sedangkan, jika kesalahan akibat kelalaian 
konsumen seperti tertinggalnya kunci kendaraan, maka pengelola hanya 
mengganti separuh dari harga kendaraan tersebut. 
 
11. Apa selama ini Dinas Perhubungan Kota Surakarta sudah mengadakan 
pengawasan khusus terhadap pencantuman klausula baku dalam karcis 
parkir kendaraan? 
Jawaban : Dinas Perhubungan Kota Surakarta sudah mengadakan 
pengawasan terhadap pencantuman klausula baku yang terdapat dalam 
karcis parkir. Akan tetapi untuk area parkir yang masih mencantumkan 
klausula baku dalam karcis parkir merupakan area parkir yang tidak 
profesional. 
 
12. Bagaimana tindakan Dinas Perhubungan Kota Surakarta terhadap 
pengelola parkir yang menyalahi aturan yang berlaku? 
Jawaban : Kalau ada pengelola parkir yang menyalahi aturan, terlebih dulu 
Dinas Perhubungan Kota Surakarta memberikan peringatan. Jika 
pengelola masih melakukan kesalahan yang sama maka Dinas 
Perhubungan Kota Surakarta akan mencabut ijin usaha parkir. 
 
13. Apa ada peraturan khusus yang mengatur terkait pencantuman klausula 
baku dalam karcis parkir kendaraan? 
Jawaban : Peraturan khusus yang melarang pencantuman klausula baku di 
Indonesia di atur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen. 
 
14. Pendapat bapak/ibu mengenai pencantuman klausula baku pada karcis 
parkir, lebih banyak kemaslahatan/kemudharatan bagi para pihak? 
Jawaban : Menurut saya, pencantuman klausula baku lebih banyak 
mengandung kemudharatan karna merugikan salah satu pihak, dalam hal 
ini konsumen yang kedudukannya lemah dibandingkan pelaku usaha. 
 
15. Apa fasilitas yang diberikan Dinas Perhubungan Kota Surakarta kepada 
pengelola parkir? 
Jawaban : Fasilitas yang Dinas Perhubungan berikan kepada pengelola 
parkir yakni berupa baju parkir (lurik dan blangkon) dan marka jalan 
(pembatas). 
 
16. Apakah ada Peraturan Daerah yang melarang pencantuman klausula baku 
dalam karcis parkir dan mengharuskan pengelola parkir memberikan ganti 
rugi kepada pengguna jasa parkir? 
Jawaban : Peraturan yang digunakan adalah Peraturan Daerah Kota 
Surakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Narasumber II  : Bapak Taufik Hidayat 
Pekerjaan   : Bendahara Paguyupan Parkir Pemuda Warga Penumping 
Tanggal Wawancara : 4 November 2018 
Tempat/Waktu  : Rumah Bapak Taufik Hidayat/17:45 WIB 
Hasil Wawancara  : 
1. Nama bapak/ibu pengelola parkir di Solo Grand Mall? 
Jawaban : Nama saya Taufik Hidayat, biasanya dipanggil Pak Dayat. 
 
2. Apa nama organisasi parkir kendaraan di Solo Grand Mall? 
Jawaban : Paguyupan Parkir Pemuda Warga Penumping. 
 
3. Sejak kapan paguyupan ini dibuat? 
Jawaban : Paguyupan ini dibuat sejak tahun 2008, tepatnya 4 tahun sejak 
berdirinya Solo Grand Mall. 
 
4. Berapa jumlah anggota dalam paguyupan parkir pemuda warga penumping 
ini? 
Jawaban : Anggota paguyupan ini kurang lebih ada 50 orang. 
 
5. Apa jabatan di paguyupan parkir Solo Grand Mall? 
Jawaban : Saya sebagai bendahara. 
 
6. Bagaimana sistem parkir yang digunakan di area parkir kendaraan di Solo 
Grand Mall? 
Jawaban : Di tempat parkir kendaraan Solo Grand Mall menggunakan 
sistem blok, karena di Penumping ini terdapat 4 RT jadi di area parkir ini 
dibgi menjadi 4 blok yang diurus oleh masing-masing RT. Dan setiap blok 
menggunakan sistem shift, yaitu shift pagi dan shift sore. Masing-masing 
shift terdapat 2-3 juru parkir. 
 
7. Bekerja sebagai juru parkir di Solo Grand Mall sudah berapa lama? 
Jawaban : Saya sebagai pengelola dan juru parkir di tempat parkir 
kendaraan Solo Grand Mall sejak tahun 2008, kurang lebih 11 tahun. 
 
8. Berapa banyak area yang digunakan sebagai lahan parkir kendaraan? 
Jawaban : Hanya 1 lahan, tepatnya sebelah barat Solo Grand Mall. 
 
9. Apa fasilitas yang diberikan Dinas Perhubungan Kota Surakarta kepada 
pengelola parkir? 
Jawaban : Fasilitas yang diberikan Dinas Perhubungan yaitu seragam 
parkir gratis (lurik dan blangkon) dan marka jalan (pembatas) 
 
10. Bagaimana isi yang tercantum dalam karcis parkir kendaraan di Solo 
Grand Mall? 
Jawaban : Kehilangan dan kerusakan kendaraan atau barang anda bukan 
merupakan tanggung jawab kami. 
 
11. Pendapat bapak/ibu parkir termasuk jenis perjanjian (sewa 
menyewa/titipan)? 
Jawaban : Menurut pendapat saya, parkir termasuk penitipan. 
 
12. Pencantuman klausula baku yang merugikan konsumen dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak 
diperbolehkan, bagaimana menurut pendapat bapak/ibu? 
Jawaban : Klausula baku yang terdapat dalam karcis parkir kendaraan Solo 
Grand Mall bermaksud untuk memberi teguran kepada konsumen untuk 
lebih berhati-hati. 
 
13. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pengelola parkir? 
Jawaban : Pihak pengelola parkir Solo Grand Mall akan memberikan ganti 
rugi atas kehilangan dan kerusakan yang dialami oleh konsumen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 
KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU 
PASAL 18 
(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk 
diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada 
setip dokumen dan/atau perjanjian apabila: 
a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; 
b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali 
barang yang dibeli konsumen; 
c. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik 
secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan 
sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara 
angsuran; 
d. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau 
pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; 
e. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau 
mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa; 
f. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan 
baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat 
sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang 
dibelinya; 
g. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk 
membebankan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap 
barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. 
(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau 
bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang 
pengungkapannya sulit dimengerti. 
(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen 
atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum. 
(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan 
Undang-Undang ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA 
NOMOR 1 TAHUN 2013 
TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN 
Bagian Keenam 
Hak Dan Kewajiban Pengelola Parkir, Petugas Parkir Dan Pengguna Jasa 
Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir 
Paragraf 1 
Hak Pengelola, Petugas Parkir dan Pengguna Jasa Parkir 
Pasal 220 
Pengelola parkir mempunyai hak sebagai berikut: 
a. Mengelola tempat lahan parkir yang ditetapkan; 
b. Memperoleh hasil pungutan retribusi yang telah dilakukan petugas parkir 
sebesar 35 % dari pendapatan parkir; 
c. Mendapat perlindungan keamanan dari Pemerintah Daerah dari kegiatan parkir 
ilegal/tidak resmi; dan 
d. Mendapat jaminan kepastian dalam mengelola lahan parkir. 
Pasal 221 
Petugas parkir mempunyai hak: 
a. Memperoleh penghasilan sebesar 25 % dari pendapatan parkir; 
b. Memungut Retribusi Parkir sesuai ketentuan Peraturan Daerah tentang 
Retribusi Daerah; dan 
c. Mendapat jaminan sosial dan hak-hak lainnya dari pengelola parkir. 
Pasal 222 
Pengguna jasa parkir mempunyai hak: 
a. Memperoleh bukti pembayaran retribusi parkir; 
b. Mendapat pelayanan yang baik dari petugas parkir; 
c. Mendapat jaminan keamanan; dan 
d. Mendapat ganti rugi atas terjadinya kehilangan dan/atau kerusakan yang 
dialami. 
 
Paragraf 2 
Kewajiban Pengelola, Petugas Parkir dan Pengguna Jasa Parkir 
Pasal 223 
Dalam melakukan usahanya pengelola parkir mempunyai kewajiban: 
a. Menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kelancaran lalu lintas di 
kawasan lokasi parkir yang dikelola; 
b. Menyerahkan hasil pungutan retribusi kepada Walikota melalui Dinas sesuai 
kontrak/ketetapan retribusi; 
c. Memungut tarif retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi 
Daerah; 
d. Membina dan memperkerjakan petugas parkir yang cakap, jujur dan terampil; 
e. Mematuhi dan melaksanakan hubungan perburuhan/ketenagakerjaan sesuai 
dengan Peraturan Perundang-Undangan di bidang ketenagakerjaan; 
f. Memberikan jaminan sosial dan hak-hak lainnya, kepada petugas parkir; dan 
g. Memberikan ganti rugi atas kehilangan kendaraan termasuk kelengkapannya 
dan/atau kerusakan yang dialami karena kesengajaan atau kealpaan petugas 
parkir. 
Pasal 224 
(1) Petugas parkir mempunyai kewajiban: 
a. Melaksanakan tugas yang ditetapkan pengelola yang telah disahkan oleh 
Dinas; 
b. Menyerahkan bukti retribusi parkir kepada pengguna jasa parkir; 
c. Menyerahkan hasil pungutan retribusi parkir kepada pengelola; 
d. Memakai seragam parkir, beserta kelengkapan yang telah ditetapkan dan 
kartu tanda anggota; 
e. Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa parkir dengan baik; 
f. Menata dengan tertib kendaraan yang diparkir sesuai dengan pola parkir 
yang ditetapkan; 
g. Memberikan jaminan keamanan; 
h. Memberikan ganti rugi atas kehilangan kendaraan termasuk 
kelengkapannya dan/atau kerusakan yang dialami karena kesengajaan atau 
kealpaan; 
i. Mematuhi ketentuan tarif retribusi parkir yang berlaku; dan 
j. Menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai seragam parkir beserta kelengkapannya dan 
kartu tanda anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur 
dengan Peraturan Walikota. 
Pasal 225 
Pengguna jasa parkir mempunyai kewajiban: 
a. Menempatkan kendaraan di tempat yang sesuai dengan peruntukannya; 
b. Mematuhi semua tanda-tanda parkir dan/atau petunjuk yang ada; 
c. Meminta karcis parkir pada saat parkir; dan 
d. Menunjukkan dan membayar retribusi parkir kepada petugas parkir pada saat 
akan meninggalkan tempat parkir. 
Pasal 226 
Selain pengelola parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan/atau petugas 
parkir yang dipekerjakan oleh pengelola parkir sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 216 ayat (1), dilarang melakukan kegiatan di bidang parkir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KARCIS PARKIR KENDARAAN 
SOLO GRAND MALL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HASIL FOTO WAWANCARA 
A. Foto dengan Pengelola Parkir Kendaraan Solo Grand Mall 
 
 
 
 
 
 
 
B. Foto dengan Staff Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Surakarta 
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